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Bab 1. Pendofiufuan

Babh 1
PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Pesisir

Salah satu sumber potensi pembangunan adalah sumberdaya
pesisir dan lautan akan menjadi sumber pertimbuhan baru sersa
tumpuan utama bagi kestnambungan pembangunan regional dan nasional
di masa mendatang. Hal inf disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunla
yang terdirl dari 17.508 pulau, dengan garls pantai sckitar 81.000 km.
Wilayah lausannya meliputl 5,8 juta kmz atau 70% dari luas total teritorial
{ndonesia.

Kcdua, scpanjang garis pantai dan bentangan perairan laut ini
terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah muial dari
sumber daya yang dapat diperbaharui (sepertl il\an, rumput laut, kayu
bakau, dan hcwan karang) sampai yang tdak dapat dipcrbaharui
termasuk minyak dan gas bumi, bahan tambang sersa mineral.

Ketlga, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indoensia
yang dipcrkirakan alkan mcncapal 230 juta pada takun 2012 dan
pergeseran kosentrasi kegiatan ekonomi dari poros Atlantik ke poros

Pasiflk, sudah barang tentu akan melipatgandakan kebutuhan akan
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sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai masukan (input)

dalam proses produksl dan konsums| atau proses-proses pembangunan
lainnya. Dalam pada Itu, sumber daya daratan (terrestrfal) yang kisa millki
sudah menlpis atau sukar untuk dikembangkan. Dengan demlklan. suka
tidak suka kita alen berpaling ke kawasan peslsir atau lautan untuk
memenuhl segenap kebutuhan sumber daya alam dan jasa-Jasa
iingkungan bagi kelangsungan pembangunan ekonoml regionai dan
nasional.

Menurut Undang-undang Republik Indonesla No. 27 Tahun 2007,
wilayah pesisir adalah daerah peralithan antara ekosistem darat dan {aut
yang dipengaruhi oleh perubahan dl darat dan laut. Sedanglean, perairan
pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan mellputi perairan
sefauh 12 (dua belas) mfl laut dlukur dari garls pantal, peralran yang
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, teluk, peralran dangkai, rawa
payau,dan laguna.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonoml daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajtban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempatsesuai dengan peraturan perundang-undangan (Marbun, 2005).

Otonoml daerah di sektor perlkanan dan kelautan menyangkut
kewenangan pengelolaan laut, meliputi : keglatan-keglatan pemanfaatan,
perlindungan, pengendalian dan pcngaturan mengenai ruang lautan
berserta segenap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kote untuk mengelola

sumberdaya perilnan dan kelautan sebesar 4 mil darl garls pantal, dan

—
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untuk Pemerintah Provinst sebesar 12 mil dari garits panwai.

Adanya otonoml daerah, masing-masing daerah sudah leblh bebas
dalam menetapkan wilayah, sektor asau komodItl yang diprloritaskan
pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengkaji
sektor yang memtlikl keunggulan, dan memiltki prospek yang balk untuk
dikembangkan, dan diharapkan dapat mendorong wllayah dan sektor-
sektor lain untuk berkembang, sehingga perekonomian daerah dapat
berkembang leblh maju.

Pengelolaan willayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu
proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, ansara pemerinsah
dan pemerintah daerah, ansara ekoslstem darat dan laut, serta ansara ilmu
pengedehuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecll adalah
kemajuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecll untuk mendukung

pertkehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

1.2. Masyarakat Pesisir

Masyarakat peslsfr yang umumnya bermuktm di wilayah terpencil,
selama inl sangat Jarang tersentuh oleh pemberdayaan masyarakat. balk
yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah, seperti :
lembaga swadaya masyarakat. Pada umumnya mereka Ini miskin dan
terbelakang, Dlduga kemiskinan tersebut dlsebabkan sulltnya

mendapatkan akses permodalan, pasar dan teknologi. Pada hal di
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wllayah pesisir sangat banyak sumberdaya kelautan dan perikanan yang
bisa dlolah dengen berbagal teknologi tepat guna yang diharapkan dapat
memberikan nilal tambah.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberlan fasilitas,
dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu
menentukan pilihan yang terbalk dalam memanfaatkan sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. Dalam pemberdayaan
masyarakat tidak terlepas dengan adanya rencana pengelolaan. Rencana
pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebljakan,
prosedur dan tanggung Jawab dalam rangka pengoordinasian
pengambilan keputusan dl antara berbagal lembaga/Inssans| pemerintah
mengenal kesepakasan penggunaan sumber daya atau kegiavan
pembangunan di zona yang ditetaplan.

Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antata
berbagal pemangku kepentingan dan telah ditetapkan ssatus hukumnya.

Seirtng bergullrnya era reformasi dan berdirlnya Departemen
Kelautan dan  Perlkanan, kompleksitas  permasalahan dan
ketidakberdayaan nelayan inl menjadi perhatian serlus pemerintah
melalul Departemen Kelautan dan Perilnan dengan Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir {PEMP) sebagal program
unggulan Departemeo Kelautan dan Perikanan muncul tidak lain dalam
rangka mengatasl permasalahan masyarakat pesisir.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peslsir (PEMP)
merupakan salah satu kegiatan Departemen Kelautan dan Perikanan yang

bertufjuan untuk menjogkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat

~

UNIVERSITASMEDAN AREA



®ab 1. Pendahuluan
- —

pesisir yang telah dilaksanakan secara sistematis dan struktur sejak tahun
2001. Secara umum program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pesisir melalui pengembangan keglatan ekonomi,
peningkatan Kkualitas sumber daya manusia dan pengutan kelembagaan
sosial ekonom| dan partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan
sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Adanya
program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir selaln dapat
diharapkan mengatasi permasalahan yang ada juga diharapkan dapat
meningkatkan Kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah,
antara lain peningkasen pendapatan nelayan dan budidaya ikan serwa
masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja. kesempatan
berusaha dan memperbalki kelembagaan Kkoperasi dan terjadinya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya
pesisir selama ini bersifat tidak optimal dan berkelanjutan. Salah satu
penyebabnya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber
daya pesisir yang selama ini dijalankan secara sektoral dan terpilah-pilah.
Dimana karakteristik dan dinamika aiamiah ekosistem pesisir yang secara
ekologis saling terkalt satu sama lain termasuk dengan ekoslstem lahan
atas serta beraneka ragam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan
sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam satu
hamparan ekosistem pesisir, mensyaratkan bahwa pembangunan sumber
daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat
diwujudkan melalui pendekatan secara terpadu dan holistik. Apabiia

perencanaan dan pelalsanaan pembangunan sumber daya pesisir tidak
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dilakukan secara terpadu. maka dikhawatirkan sumber daya tecsebut
akan rusak atau punah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk
menunjang kesinambungan pembangunan daerah dan nasional dalam

mewujudkan kesejahteraan masyaraleat pesisir atau nelayan.
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Bab
RONGEPSH EARANGUNAN NTLATARPesiva

2.1. Paradigma Pembangunan

Pembangunan di !ndonesia di masa yang lalu ternyata seringkali
berpijak pada paradigma pembangunan yang menekankan pada efisiensi
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat. Paradigma yang
dikembangkan dari pemikiran Kuznet (1966) tersebut menyatakan bahwa
bagi negara sedang berkembang yang pendapatan rendah dapat tumbuh
perekonomiannya, dengan cara terlebih dahulu mengorbankan aspek
pemerataannya (trade offj. Oleh karena itu, pada tahap awal ekonomi
nasional didominasi oleh pemerlntah, maka wajar apablla pemerlntah
lebih memusatkan perhatiannya untuk mengaiokaslkan sumberdaya
pembangunan yang ada kepada sektor-sektor atau wiiayah-wilayah yang
berpotensi besar dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi,
yang pada umumnya berlokas! di kawasan darat dan perkotaan. Wilayah
pesisir dan laut belum menjadi priorivas usama bagi pertumbuhan
ekonom! secara nasional. Kondis! demikian akan mendorong timbulnya
disparitas antar wllayah yang semakin melebar karena Indonesia yang
merupakan negara kepulauan memilikl potensi sumberdaya pesisir dan

lautyang cukup ber}limpah.

—
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Selajn itu, sebagal akibat dilaksanakannya pendekatan

pembangunan yang sentralistik, telah menyebabkan terabaikannya
asplrasl dan kreatlvitas masyarakat lokal, yang berlmplikasl pada
pembangunan yang tidak sesual (compatible) dengan kebutuhan
masyarakat lokal. Para pengambll keputusan dl pusat lebih menyukai
mendukung pendirian Industrl manufaktur di kawasan urban yang tidak
menimbulkan multipller pada perekonomian lokal. Penetesan
pembangunan seperti yang diharapkan, daiam prakteknya, tidak pernah
terjadl. Secara substanslal selama Ini Indonesia, sadar atau tldak, telah
mendulang akumulasl dar! kebljakan-kebljakan pembangunan yang salah
arah (misleading policy) sehingga krisls ekonoml yang terjadi sulit
mengalami pemullhan secara cepat (economic recovery). Proses
pemullhan ekonomi nasional alean semakin bertambah berat Jika temyata
Indonesia juga mengalaml kesulitan dalam mengejJawantah pada arus
utama globalisasl (perdagangan bebas),

Di era perdagangan bebas sepertl sekarang, tantangan yang dlhadapl
oleh indonesia ke depan akan semakln besar. Dlperkirakan, negara-negara
sedang berkembang sepettl Indonesia dajam jangka pendek Justru akan
menerima kerugian, karena hanya negara-negara maju yang paling siap
melakukan perdagangan bebas. Kata kuncl untuk dapat mengambil
manfaat darl keterllbatan dalam ekonoml global adalah daya salng,
produktivitas dan efislensl. Untuk Itu, dalam konteks perdagangan bebas
(WTO), dlperlukan strategl Jitu agar perekonomlan naslonal cepat pulih
dan mampu mengambil manfaat dari skenarlo integrasl ekenomi dunia

tersebut Karenanya dlperlukan sintesis untuk memproduksi paradigma

-
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baru pembangunan yang diarahkan pada terjadinya pemerataan {equity),

mendukung pertumbuhan (efficiency) dan keberlanjusan (sustainabifity)

dalam pembangunan ekonomi. Setidaknya, ada 2 (dua) hal pokok dalam
konstruksl paradigma baru pembangunan tersebut mellputl :

1. Pembangunan lebih diorlentasikan pada pembangunan spasial pada
tingkat wilayah dan lokal, dengan leblh mengedepankan penlingkatan
kapasitas ekonomi lokal (focal economic deveiopment).

2. Dengan diberlakukannya otoncml daerah sejak UU No. 22 Tahun
1999 disyahkan, maka kekuasaan atau peran pemerintah pusat akan
dibasesi hanya pada penyedlaan barang-barang publik { public goods),
infrastruktur ekonomi, manajemen makro ekonomi, hubungan luar
negeri dan pencesekan uang. Dengan demiklan, pemerinmh tidak
banyak lagi melakukan [ntervensl langsung ke dalam ekonoml,
terutama pada bldang-bldang kegfatan plhak swaswa. Sedangkan pada
bidang-bldang keglasen dari pihak swasta {private sector) yang tidak
memilikl [nsentif ekonomi, barulah pemerintah melakulennya.

Alokas| sumberdaya dapat berlangsung efisien manakala kebljakan
pemerintah hanya terbamas fpada kebijakan tertentu saja, mlsainya
penentuan warget pemerataan melalul transfer, perpajakan dan subslidl.

Sedang proses ekcnomi selanjutnya diserahkan pada bekerjanya

mekanisme pasar. Untuk mendukung terjadinya proses tersebut,

diperlukan pengaturan kelembagaan (institutional arrangement) berupa
penegasan hak-hak masyarakat lokal (locai property right}, khususnya

penegasan ams akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonoml.
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2.2. Kebljakan Kebijakan Pembangunan Regtonal

Salah satu kebijakan pembangunan yang dlpandang tepat dan
strategls dalam rangka pembangunan wllayah dl Indonesia sekaligus
mengantisipas! dimulainya era perdagangan bebas adalah kebijakan
pengembangan ekonoml lokal. Kebijakan pengembangan ekonomi lokal
pada hakekatnya merupakan kebljakan pembangunan di daerab yang
dldasarkan pada pengembangan sektor-sek®sor yang menjadi prioritas
unggulan yang diusahakan dalam aktivitas ekonoml masyarakat lokal
(local competence). Pada wllayah peslsir, sektor perlkanan mejadl sektor
utama yang menjadl gantungan hidup masyarakatnya.

Kebljakan pengembangan ekonoml lokal dalam kaltannya dengan
era perdagangan bebas inl dinyatakan secara jelas dalam GBHN TAP MPR
No. IV/ MPR/1999, yang menjelaskan bahwa salah satu arah kebljakan di
bldang ekonomi adalah untuk mengembangkan perekonomlan yang
berorlentasl pglobal sesuai dengan kemajuan teknologi dengan
membangun keunggulan kompetitlf dan produk unggulan di setiap
daerah, termasuk perlkanan dan kelautan. Mellhat kandungen strategls
yang termuat dalam kebljakan pengembangan ekonoml fokal tersebut,
sudah selayaknya apabila kebljakan ini mendapat prioritas sebagal satu
dasar kebljakan pembangunan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah
pada awal tahun 2001 merupakan momentum bagl dimulafnuya proses
Implementas! kebijakan pengembangan ekonoml lokal. Berlakunya
otonom| daerah menimbulkan Impllkasi bagi daerah (Kabupaten/Kota)
untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya dalam

memoblllsasi serm mengelola produksi alokasi dan distribusi berbagal
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sumberdaya yang dimilikinya menjadi produk unggulan yang memiliki

®Bab 2. Konsepsi @embangunan Wilayah Pesisir

keunggulan daya saing komparatif maupun kompetitif, baik untuk pasaran
lokal, regional, naslonal bahkan {nternasional. Keseluruhan hal tersebut
pada dasarnya merupakan konsep dan strasegi dari kebijakan
pengembangan ekonomi lokal.

Dalam strateginya, pengembangan ekonomi iokal diletakkan atas
dasar prakarsa/inisiatif serwa kekhasan daerah yang bersangkutan
(endogenous development) melalu! pemanfaatan sumberdaya lokal (SDM,
kelembagaan, Teknologi, SDA dan modal) yang di perkokoh dengen ikatan
modal sosial. Sasaran utama yang ingin dicapal dalam pengembangean
ekonoml lokal ini dalam jangka pendek misalnya, ®rjadinya peningkasan
pendapatan nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya produktivieas
SDM, dan muncuinya keberdayaan masyarakat {empowerment). Selain itu,
dalam jangka panjang, pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat
mengurangi jumlah kemiskinan absolut. berkurangnya angka
pengangguran (unemployment), mempersempit jurang kesenfangan
ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta peningkatan
investasi. Meskipun demikian, sasaran jangka pendek dan jangka panjang
dari pengembangan ekonomi lokal tersebut alen dapat dicapai oleh
daerah, jika seluruh elemen penentu (stakeholders) kecenderungan
daerah mampu beradaptasl dengan perubahan lingkungan yang cepat,
serta memilik!{ komitmen untuk menyatukan persepsi, visi dan langkah
yang sama. Hanya dengan cara demikian percepatan pembangunan dan

pengembangan segenap potensi-potensi sumberdaya yang ada dapat
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digiring menjadi kekuasan penuh dalam membangun kemandirian dan

keswadayaan agar tercipta kesejahteraan masyarakat {Common Welfare).

2.3. Pembangunan Wiiayah Peslsir dan Laut

Pembangunan wllayah pesisir selama Inl maslh dlllhat sepertt
pembangunan wilayah terestrlal lalnnya dengan kondlsi yang analogl
dengan wilayah perdesaan. Hal in§ tidak sepenuhnya benar. karena
wilayah pesisir menurut RUU Peslsir memilikl beberapa karakteristik
yangkhas, yaltu:

1. Wllayah pertemuan antara berbagai aspek kehldupan yang ada dl
darat. laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesislr merupakan
hasil keseimbangan dinamls dari proses pelapukan (weathering} dan
pembangunan ketiga aspek di awas.

2. Berfungsl sebagai habiwt darl berbagai jenis Ikan, mamalia laut, dan
ung@gas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencarl makan.

3. Wilayahnya sempit, tetap! memlilkl tingkat kesuburan yang tinggi dan
sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan
darat dan laut

4, Memiliki gradian perubahan sifat ekofogl yang tajam dan pada
kawasan yang semplt akan dijumpai kondisl ekologl yang berlalnan.

S. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik
pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyal dimensl
Internasional.

Perbedaan yang mendasar secara ekologis sangat berpengaruh pada

aktivitas masyarakatnya. Kerentanan perubahan secara ekologis

“
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berpengaruh secara slgnlfkan terhadap usaha perekonomlan yang ada di
wilayah tersebut, karena ketergantungan yang tingg! darl aktivitas
ekonomi masyarakat dengan sumberdaya ekologis tersebut Jika slfat
kerentanan wllayah tidak diperhatikan, maka akan muncul konflik antara
kepentingan memanfaatkan sumber daya peslisir untuk pemenuhan
kebutuhan hidup dan pembangunan ekonoml dalam jangka pendek
dengan kebutuhan generasi akan datang terhadap sumber daya pesislr.
Dalam banyak kasus, pendekatan pembangungan ekonomi yang parsial,
tidak kondusif dalam mendorong pengelolaan wllayah pesisir secara
terpadu. Kegiatan yang parslal hanya memperhatlkan kepentingan
sektornya dan mengabalkan aldbat yang timbul dari asau terhadap sektor
lain, sehlngga berkembang konfllk pemanfaatan dan kewenangan. Dari
berbagai studi. terdapat kecenderungan bahwa hampir semua kawasan
pesisir Indonesia mengalami konfilk tersebut. Jika konflik ini dibiarkan
berlangsung terus akan mengurang| keinginan pihak yang bertlkai untuk

melestarikan sumberdayanya.

2.4. Permasalahan Pembangunan Wllayah Pesisir dan Laut

Di era otonoml daerah, pembangunan willayah peslsir dan laut
sebagai salah satu sumberdaya potensial kerap pula memunculkan
beberapa permasalahan, antara lain hubungan ansara daerah dan pusat,
pembangunan ekonoml (yang berkalt dengan kemisklnan), serta

eksploltasl sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestarlannya.

i}
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Permasalahan umum yang banyak terjadi dalam hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah adalah kurang selarasnya pemenuhan
kepentingan pusat dan daerah. Kondisi inl terjadf antara lain karena:

1. instansi dinas (kelautan dan perilenan) yang ada ditingkat
kabupasen/kota pada era otonomi daerah inl sangat beragam balk
dalam strukmur organisasi dan kewenangannya. Perubahan inj
berpengaruh pada intensltas komunikasi antara instansl yang berada
di pusatdan daerah.

2. Seringkali Instansi dinas di kabupaten dan kota telah memiliki tugas
pokok dan fungs! organlsasl, namun belum memillkl kewenangan
teknls karena belum ada penyerahan kewenangan dari pusat dan
provinsi

3. UU No.22/1999 dlubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 belum dapat
berjalan selaras dengan UU Perikanan dan sebagian peratiiran daerah
lainnya, sehingge kewenangan dalam dinas kabupaten/kota belum
efektlf.

Permasalahan dalam pembangunan ekonoml di daerah menyangkut
pada kebljakan ekonoml makro, kesenjangan. dan kemiskinan. Kebijakan
ekonomi makro selama inf (terutama yang berada di luar pulau jJawa)
leblh difokusieen pada usaha ekstraksi hasll bumi (sumberdaya alam}
sepertl pemberlan konsesl pada perusahaan-perusahaan aslng dan
berskala besar. Inf berartt kurangnya perhatian terhadap usaha masyarkat
lokal yang cenderung berskala kecil. Kesenjangan yang terjadi antar
kelompok pendapasen antara daerah perkotaan dan perdesaan telah

memburuk sejak dibulanya perekonomian perdesaan ke arah ekonomi

—_————0
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pasar, karena hanya mereka yang memiliki akses terhadap modal, kredlt,
Informasi dan kekuasaan yang dapat mengambil manfaat dari program-
progiam pembangunan.

Dalam konteks wilayah pesisir dan laut, keuntungan ekonomi! dari
pemanfaatan sumberdaya peslsir dan laut baru dinikmati oleh kelompok
masyarakat tertentu sepertl juragan kapal dan pengusaba perikanan,
namun belum oleh masyarakat pesisir dan nelayan. Selain kesenjangan
dalam pendapatan, kesenjangan dalam kepemilikan justiu menjadl
permasalahan yang leblh serlus. Akumulasi sumberdaya pada pihak-pihak
tertentu mengarah pada deaksesasl oleh masyarakat. Misalnya saja dalam
usabha penangkapan, hanya yang memiliki kapal lebih besar dan teknologi
yang lebih maju yang dapat menguasai sumberdaya laut, Nelayan kecil
dengan teknologi sederhana menjadi terpinggirieen dan lselah sehingga
semakin sulit dalam berusaha. Kondisi seperti ini yang terus berlanjut
mengakibatkan permasalaban baru yaftu kemiskinan. Nelayan kecil
semakln sulit untuk bergerak kefuar dari kemlskinan yang menjerat
mereka.

Eksploitasi sumberdaya Jaut dan peslsir menjadl salah satu
permasalaban dalam pembangunan daerah. Di satu sisi, upaya tersebut
dilakukan oleh masyarakat dan daerah untuk menggerakkan roda
perekonomlan, namun di sisl lain sumberdaya perikanan semakin
berkurang karena dieksploltasl secara berleblhan serta mengalami
kerusakan. Upaya pengelolaan yang selama ini dilakukan belum

menunjukkan basil yang positif.
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Ketertinggalan pembangunan wilayah pesisir dan laut sebagal
sumber daya ekonoml, metupakan indikator bahwa sektor kelausan
selama 35 tahun belum menjadl sektor prioritas dailam pembangunan
yang berorientasi pada pertumbuhan ekonoml Begltu sumberdaya alam
lainnya (seperti hutan dan minyak bumi) sudah mengarah pada beban
pembangunan karena sulit diperbaharui {unrenewable) sebagai akibat
pengelolaan yang kurang bijaksana, maka sumberdaya pesisir dan laut
merupakan pillhan berlkutnya karena keberllmpahan sumberdaya yang
ada serta belum dikelola secara optimal dan profeslonal.

Agar tldak terjebak pada kesalahan yang sama, maka dalam
pengelolaan sumber daya laut dan pesislr harus memperhatikan tiga hal
utama, yalot:

1. Apapun persepsi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. maka
sebagai sumber ekonoml baru yang kompetitif harusiah bermuara
pada pengurangan kemlskinan masyarakat.

2. Fokus kegiatan pengelolaan sumberdaya pelslsr dan laut sebagai
sumber ekonomi baru harus beranghat pada pemikiran untuk
meningkatkan pembangunan keglatan ekonomi yang berbasis pada
sumber daya lokesl yang ada.

3, Sedinl mungkin membuat rambu-rambu pengelolaan sumberdaya
pesisir dan laut dengan melibatkan masyarakat.

Dalam menghadapl peluang dan sntangan pembangunan dalam era
globallsasi, maka pembangunan perlkanan serta pengelolaan sumberdaya

pesisir dan laut harus mampu mentransformaslkan berbagai usaha

—
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perlkanan masyarakat ke arah bisnls dan swasembada secara menyeluruh

dan terpadu. Pendeisatan menyeluruh (holistik) dan terpadu Ini berartti

melihat usaha peril®anan sebagal suatu sistem yang terdirl dar{ beberapa

komponen yang salingterkalt, yaltu:

1

Sumberdaya perlkanan, yaitu sumberdaya alam (baik yang berada di
laut, peslsir, perairan sawar), SDM. dan sumberdaya buasan.

Sarana dan prasarana. meliputi perencanaan dan penyediaan
prasarana perikanan seper® pelabuhan, pabrlk es, cold storage,
Infrastruktur pada sentra Industrl, pengadaan dan penyaluran sarana
produksi (sepert!i BBM, benlh, mesin dan alat tangkap), serva sistem
Informasl tensang teknologl baru dan sistem pengelolaan usaha yang
efislen.

Produksl perlissnan, mellputl usaha budidaya dan penangkapan yang
menyangKkut usaha perilenan skala kecil maupun besar.

Pengolahan hasil perlkanan, mellputi keglasan pengolahan sederhana
yang dilakukan oleh petanl dan nelayan tradislonal hingga
pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup
penanganan pasca panen sampaj produk siap dlpasarkan.

Pemasaran hasil perlkanan, mellputi kegiatan distribusi dan
pemasaran hastl-hasll perlkanan assu olahannya untuk memenuhl
kebutuhan pasar. Termasuk pula di dalamnya keglatan pemantauan
distribusi informasi pasar (market development) dan pengembangan
produk (product development )

Pembinaan, mencakup kegiaman pemblnaan Institusk Iklim usaha yang

konduslf, iklim poleksosbud yang mendukung peraturan dan
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perundangan yang kondusif, pembinaan SDM. serta kepemimpinan
yang baik agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai seefektif

mungkin.
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(SU-ASU STRATEGIS PEMBANGUNAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1. Beberapa Isu Strategis Pembangunan Kelautan
1. Diversifikasl Sumberdaya Pertambangan

Pertambangan sebagai salah satu sektor andalan dalam
pembangunan kelautan mempunyai potensi yang cukup besar. Potens}
tersebut masih memerlukan tindak lanjut melalui eksplorast agar
didapatkan cadangan baru karena sumberdaya tersebut pada suatu saat
akan habis. Pengembangan sumberdaya baru dan diversifikasl
sumberdaya pertambangan akan sangat menentukan keberlanjutan
pembangunan kelautan dl sektor pertambangan.

Namun demlkian pengembangan pertambangan di era otonoml
daerah harus memberlkan manfaat eksploitasl kepada masyarakat lokal
serta menghlndarf terjadinya konfllk dengan mereka dan sedapat
mungkin mem/nimumkan kerusakan lingkungan yang ditimbuikannya.
Peningkatan aktlvitas eksplorasl dan eksploitasi sumberdaya
pertambangan dan energl harus mempertimbangkan koekslstensl dengan

sektor lainnya terutama sumberdaya pulth (renewabie).
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2. Pengembangan Parlwlisata Bahari

Sektor parlwism baharl merupakan sekdor yang paling eflslen dalam
bidang kefautan. sehingga pengembangan kepariwlsataan baharl periu
mendapatkan prloritas. Pembangunan wisata baharl dapat dllatsanakan
melalul pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata secara optimal.
Berbagal obyek dan daya tarlk wisata yang dapat dimanfaatlan adalah
wisata alam {pantal), keragaman flora dan fauna (blodlversity) sepert!
taman laut wisata alam (ecotourism), wisata blisnls wisata budaya,
maupun wisata olah raga. Dengan potens| wisata baharl yang tersebar dl
hamplr sebagian besar lebupaten/kota yang memillki pesisir akan
membawa dampak langsung yang sangat besar kepada pendapatan

masyarakat lokal dan pemerin®h daerah.

3. Pembangunan Perlkanan

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan perikanan
adalah lemahnya akuras| data statistlk perlkanan, Data peritenan di
berbagal wilayah di indonesla blasanya berdasarkan perkiraan kasar darl
laporan dinas perisanan setempat Belum ada mesode baku yang handal
untuk dljadlkan panduan dinas-dinas di daerah setempat dalam
pengumpulan data perlkanan Ini.

Bagl daerah-daerah yang memlllki tempat atau pelabuhan
pendaratan lkan blasanya mempunyal data produksl perlkanan tangkap
yang leblh akurat karena berdasarkan pada catatan jumlah Ikan yang
didaratkan, Namun demlklan akurasl data produksl lkan tersebut pun

ﬁ
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e
masih dlpertanyakan berkaitan dengan adanya fenomena transaksi

penjualan |kan tanpa melalui pendaratan ateu transaksi ditengah laut.
Pola transais!| penjualan semacam inf menyul itlean aparat dalam menaksir
jumlah/nilal Ikan yang ditangkap di peraiaran laut di daerahnya. Apalagi
dengan daerah-daerah yang tldak memilikli tempat pendaratan fkan
seperd di kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia maupun
berkembangnya tempat-tempat pendaratan lkan swasee amau ‘TPI Swasta’
yang sering disebut sangkahan-sengkahan sepertl yang berkembang di
provinsl Sumatera Usera.

Bagaimana pemerinseh akan menerapkan kebijakan pengembangan
perlkanan blla tidak didukung dengan data-data yang akurat. Apakah ada
jamlnan pemerinsah mampu membongkar sistem penangkapan lkan yang
carut-marut dan tlap-tiap daerah yang mempunyat bentuk dan pola yang
berbeda-beda. Keadaan s"isem yang mampu memonitor setlap aktlvitas
penangkapan di daerah-daerah menjad| satu kelemahan yang terpelihara
sejak dulu. Celah kelemahan inllah yang kemudian dlmanfaatkan oleh
plhak-pihak yang terkalt untuk memperkaya diri dari hasil perikanan
tangkap. Sehingga Isu kebocoran devlsa dengan adanya pencurian lkan
menggambarkan kelemahan sistem manajemen pengelolaan perikanan
nasional.

Tanpa mengetahul karakter atau pola/jarlngan bisnls penangkapan
tkan yang dllakukan masyaralat atau para nelayan yang bermodal
diberbagal daerah amau sentra-sentra penangkapan ikan, maka kebijakan
perijlnan ulang terhadap usaha penangkapan ikan Ini akan terdapat

peluang korupst dan kolusi. Ditengaral dengan pola/jarlngan blsnis
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pertkanan tangkap sudah terbiasa dengan budaya KKN, maka mekanisme

kolusi dan korupsi di dalam bisnis penangkapan ikan ini harus dlatas!

secara sistematis.

4. Pengembangan Parlwisata Baharl

Kebijakan pemerintah untuk memperbolehkan kapal ikan asing
menangkap Ikan di ZEE Indonesia Jika dila)i secara
mengandung pelbagai keiemahan yang signlflkan. Dilihat dart
konsep rente ekonomi (economic rent), kebijakan Int hanya memberilan
keuntungan pada pengusaha nasionai dan asing yang akan
memanfaatkannya. Di dalam perikanan, rente sumberdaya perikanan
(fishery resource rent) diartikan sebagal nilai manfaat bersih dari
pemanfaatan sumberdaya perilanan setelah seluruh komponen biaya
diperhitungkan.

Sementara itu dari sisi skim kerjJasama yang dikembangkan menurut
analisis kebljakan publik. menunjukkan adanya pelbagai problem yang
muncu! jika keblfakan ini diteraplkan. Problem tersebut meliputi:

Pertama, Pemberian lisensi dimana pengusaha perikanan nasional
menjadi agen bagi pengusaha asing untuk menangkap ikan di ZEE
Indonesia merupalan suatu hal yang beresikc terhadap keberlanjutan
sumberdaya perianan ZEE Indonesia. Dalam mekanisme inf tidak ada
instrumen pendukung yang mengefektifkan kebijakan pada setaran
Implementatif baik berupa insentif maupun disinsentif. )ika hal ini
terabalkan, maka kebijakan ini sama hainya dengan kasus pemberian Hak

Pengusahaan Hutan (HPR) yang akhirnya menghancurkan sumberdaya

—
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hutan. Kebljakan dengan sistem lisensl Inl akan sangat mudah
dimanfaatkan oleh berbagai plhak yang berkepentingan dengan
sumberdaya perikanan ini seperti oknum militer dan polisi, politisi dan
birokrasl, sehingga penyelewengan pemberian lisensi tak terelakan,
Kedua, skim sewa (charter) dan sewa-beli ({easing) pada dasarnya
memberilkan kesempatan kepada perusahaan perlkanan naslonal untuk
menyewa kapal asing. Perbedaannya sto'm sewa dengan sewa-beli adalah
kapal yang disewa-belikan pada akhirnya akan dimiltkl oleh perusahaan
perlkanan naslonal. Dengan kedua skim inl komposisl penggunaan tenaga
kerja adalah 70% tenaga kerja dalam negeri dan 30% tenaga kerja asing.
Komposlsi penggunaan tenaga kerja ini disesualkan dengan ukuran kapal
dan jenls alat tangkap yang akan digunakan di ZEE indonesia. Persoalan
darl kedua skim ini adalah lemahnya mekanisme perlindungan dan
pengawasan serta sanksi yang dikenakan kepada pengguna leapal asing di
ZEE indonesta sehingge, tidak ada faminan sumberdaya perlkanan ZEE
Indonesia akan lestarl. Data tingkat eksploitasl sumberdaya perlkanan
ZEE Indonesia yang sudah dilakukan selama ini, ternyata beberapa
wllayah sudah mengalaml eisplolasl secara berlebthan, sepert Selat
Malaka dan laut Arafura. Masalahnya adalah jangan sampal kebljakan
dengan skim Ini hanya menduplikas! model masa lalu yang Implikasinya
menghancurkan sumberdaya perikanan naslonal dan meruglkan nelayan
lokal Secaia faktual pengusaha perikanan domestilk yang menggunakan
fasiiitas semacam Ini dimasa lalu hanya menjadi “Mafia” yang dibecking

oleh oknum militer dan kekuasaan.
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Kettga, skim kemltraan (partnership} yang dilakukan oleh
pengusaha perlkanan nasional dan pengusaha pemilik kapal lkan asing.
Jadi dalam skim Ini bentuknya seperti sistem agen (agency). Anehnya
dalam skim Inl pengusaha domestik yang bermitra dengan pemilik kapal
penangkap ikan asing syaratnya adalah mempunyai kapal penangkap
Ikan. jlka persyaratan ini terpenuhl, maka pengusaha perlkanan domestlk
akan mendapatkan Izin untuk bermitra dengan pemilik kapal penangkap
ikan asing.

Resiko dar{ skim Ini adalah orang atau badan hukum yang akan
bermitra dengan plhak asing bisa saja tidak memilik| kapal, tetapl dla akan
menggunakan kapal Ikan pengusaha perli®anan lain, sehingga
mendapatkan izin penggunaan kapal Ikan berbendera asing. Dengan
perkataan lain di2 hanya menjadi "Broker” dari pengusaha kapal lkan
asing. Jika kebijskan pemerintah tentang penggunaan kapal lkan asing
dengan skim yang dikembangkan seperti uralan di atas tanpa disertal
dukungan Instrumen kelembagaan yang kuat, maka model kebljakan inl
hanya melegltimasl "Gejala kompradorisasl” meminjam Istilah Neo MarxIs
dalam sektor perlkanan, khususnya perikanan saagkap. Pengurangan dan
kemudlan penghapusan kapal lkan asing yang beroperasl di Indonesia
sangat penting bagi peningkatan kemampuan armada naslonal dan

keseJahveraan nelayan Indonesia.

S. Armada Angkutan Laut: tnenjadi Tamu di Negeri Sendirl
Wawasan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara

sebagai satu kesatuan wilayah, politik dan ekonoml sehingga untuk

S— ﬁ
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membangun nusantara wilayahnya yang 75% wilayahnya adalah laut
diperlukan angkutan laut yang kuat untuk welancarkan arus masuk,
barang dan jasa. Selain itu ekspor dan impor produk memerlukan fasa
transpo:tasi yang prima. Saat ini sekitar 96% angkuean ekspor impor dan
55% angkusan domestik masih dilayani oleh kapal-kapal berbendera
asing, Namun demikian. ternyata pemtntaan yang besar tersebut tidak
dapat dilayani oleh armada nasional dikarenakan berbagai kelemahan di
antaranya terbatasnya armada kapal yang handal, lemahnya dukungan
lembaga keuangan. kemampuan manajemen dalam persaingan
internasional, sehingga armada angkuwan laut seperti menjadi samu di
negeri sendiri karena aktiviws transportasi lebih banyak disangani
perusahaan asing. Pemerinmh dan dunia swase harus segera
mengantislpasi globalisasi perdagangan dengan membangun armada laut
naslonal, apabila bangsa indonesia ingin mengembangkan perekonomian
dan membangun jat! dirinya sebagai negara bahari terbesar di dunia. Oieh
karena itu, hendaknya sekurang-kurangnya klea dapat menjadi tuan
rumah dinegeri sendiri, melalui penerapan kebijakan yang berpihak pada
armada nasional serta pembangunan kembalf armada niaga modern dan

tradisional.

6. Pelabuhan Umum Dan Perikanan : Pintu Masuk Yang Mahal
Pelabuhan adalah pusat aktivitas perekonomian kelausan, sehingga

keberadaannya sangat diperlulean dalam pembangunan kelautan. Pada

saat ini dirasakan pengembangan pelabuhan umum dan perikanan belum

berfungsl secara optimal. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagal faktor
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seperti terbatasnya fasliitas. rendahnya seknologi, kualitas pelayanan yang
rendah serta biaya yang mahal maupun kesalahan dalam perencanaan.
Dalam rangka peningkatan arus barang dan jasa pada era pasar bebas
maka pengelolaan pelabuhan harus mampu meningkatkan kinerjanya dan
menekan baya tinggi agar efeslensi nasional maupun bisnis dapat
tercapai. Dalam pengelolaan perizinan perlu dicarl sistem prosedur yang
paiing efislen dan efektif agar pergerakan apal dan arus barang dapat
diperbalkl, perlzinan kapal umum dan kapal tkan harus dipisah karena
karakteristlknya berbeda sehingga tidak terjadl inefislensi karena
birokrasi yang panfang. Sudah saatnya pemerintah lebih sebagal fasilitator
dan membuat kebljakan sehlngga bisnls bisa bergerak sesual dengan

kekuatan yangberperilaku wajar.

7. Pengembangan Industri Maritim
Industrl maritim merupakan salah satu industrl strategls yang diplilh
sebagal suatu bagian darl berbagat ujung tombak (ndustri berbasls
teknologl dan strategl globallsasi demi melancarkan pembangunan dalam
negerl dan kemajuan peranan Indonesia daiam persalngan [nternasional.
Industrl maritim I[ndonesia sangat berposensi dalam menjawab
tantangan-tantangan masa depan dan memberi nilal tambah yang cukup
tinggi untuk produk-produk transportasi laut yang dapat menghasilkan
tambahan devisa ekspor.
Secara umum, Industrl maritim nasional relatif tertinggel Jauh darl
berbagal negara, padahal industri maritim yang sermasuk di dalamnya

industrl galangan kapal dan Jasa perbaikan (docking), Industr|l mesin kapal

ﬁ
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dan perlengkapannya. industri pengolahan minyak dan gas bumi sangat
menentukan kemampuan nasional dalam memanfaatkan potensl iaut.
Kemampuan bangsa Indonesia dalam Industri maritim sangat terbatas
karena tingginya nila{ investasi yang harus ditanamkan di dalamnya, sersa
masih terbatasnya kemampuan teknologi dan kualitas sumberdaya
manusia yang handal sehingga produk industrl mariim kita secara umum
tidak bisa menyaingi produk impor, untuk itu diperlukan strategi, yang
komprehensif dalam mengembangkan industrl maritim, dalam hal In{
harus didukung dengan kebifakan yang berpihak pada kemampuan

sendiri.

8. Bangunan Keiauman : Design with the Nature

Pembangunan kontruksi di pesisir dan laut memerlukan
kemampuan rekayasa yang sesuai dengan kondlsl alam (design with the
nature) pesisir danlaut yang memiltki kondisi ekosistem dan fistk berbeda
dengan daratan. Dengan demikian faktor bangunan kelausen (kegiasan
penylapan lahan sampai kontruksi di pesisir dan bangunan lepas pantal}
harus dikaji dengan seksama agar tidak menimbuikan bencana yang
berdampak pada manusia dan lingkungan sersa sumberdaya alam (kasus

reklamasi Teluk Jakarta dan Manado).

9. JasaKelautan
Jasa kelautan yang terdir{ dari segaia Jenis kegiatan yang bersifat
menunjang dan mempelancar kegiatan sektor kelautan seperti Jasa

pelayan pelabuhan, keselamatan pelayaran, perdagangan, pengembangan
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sumberdaya kelautan seperti pendidikan, pelathan dan penelitian,
Peluang pasar pada jasa kelautan yang potensial harus dipersiapkan darl
sekarang karena karakteristik bisnisnya yang memerlukan kualifil:asl
sumberdaya manusja yang prima dan dukungan sarana Informasi,
komunlkasl| serta dukungan teknologi maju. Pemerintah memerlutean visi
j2ngka panjang dan segera melakukan Invesmasj untuk mendorong bisnis

di masa depan yang menjanjlkan aktivitas ekonomj.

3.2 Arah dan Rekomendast Kebljakan Pembangunan Kelautan

Indonesta
1. Paradlgma dan Vsl Pembangunan Kelautan dan Perikanan di

Masa Datang

KebfjJakan pemerintah membentuk Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP) merupakan suatu keputusan ekonomi polltlk dari proses
perubahan yang mendasar di tingkat makro kebijakan ekonoml nasjonal.
Tetapl, keputusan politlk tildak hanya sampai pada pembentukan
departemen tersebut. tetapl harus ada sebuah visi bersama pada semua
leve! institusi negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan kelausan
(ocean policy) dengan Implikasl secara ekonoml adalah sektor kelautan
akhirnya menjad] arus utama daflam kebljakan pembangunan nasjonal.
Inllah yang kemudian menjadi tugas besar dar] semua komponen bangsa
untuk menjawab problem struktural bangsa yaknl kemiskinan,
keterbelakangan dan ketergantungsn terhadap negara maju yaknl

bertambahnya jumlah utang yang dibebankan kepada rakyat
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Sebagaimana diketahut sektor kelautan semasa orde baru

merupakan sektor yang tertinggal dilihat dari rendahnya tingkat
pemanfaatan sumberdaya, teknologi, tlngkat kemiskinan dan
keterbelakangan nelayan yang pating parah dibanding kelompok sosial
lainnya, daya serap kesempatan kerja sangat rendah, minat investasi
terutama dalam skala menengah dan besar refatif kurang karena risikonya
yang cukup tinggi, membutuhkan jumlah pendanaan yang besar walaupun
juga menjanjikan keuntungan yang menarik.

Namun demikian, permasalahan yang sampai saat ini menjadi
pertanyaan besar adalah mampuleh pemerintah mengelola potensi
kelautan dan perikanan yang begitu besar untuk kepentingan
perekonomian naslonal dengan hanya mengandalkan kehadiran sebuah
departemen, tanpa keterkaitan dan koordinasi dengan institusi negara
yang lainnya ?. Mengingat dar! seklan lama sejarah pembangunan,
kelautan dan perikanan kontribusi sektor untuk penerimaan negara tidak
slgnifikan. Indikator ini yang menjadl sebab sektor inl tldak populer
semasa orde baru.

Persoalan warisan masa lalu yang menjadi hambasen pembangunan
kelautan dan perikanan saat ini adalah soal maraknya pencarl rente baik
ditingleat pusat maupun daerah yang sukar untuk diputus jaringannya,
balk secara ekonoml melalu! sistem yang monopolistik/oligopolistik
secara integrasi vertikal. Maupun, secara polittk yang dibangun atas
komitmen-komitmen di anwara institusi negara dan kalangan pengusaha
yang menimbullean fenomena birokrasl rente. Pada masa laiu para pencarl

rente inileluasa mengeksploitasl sumberdaya kelautan dengan melakukan

Lo
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berbagai macam kecurangan dan pelanggaran. Rente ekonomi yang
semacam Inllah tildak mudah dlputus atau dlhilanglen begltu saja sampal
saat Inl sebab mereka mempunyai iaringan yang sangat kuat. Kalau hanya
dengan keberadaan sebuah departemen sepertl DKP. maka untuk
menuntaskan problem ekonoml politik Inl tidak cukup dan mampu untuk
melakulan karena akan berhadapan dengan kekuasan-kekuatan yang non
negara yang memlllkl jaringan yang kuat Terkecuall, semua Institusl
negara memlllkl komltmen yang sama untuk memutuskan hal itu. Dalam
konteks itulah Oceon Peiicy menjadl sebuah pllihan politlk yang harus
dilakukan pemerinmmh dan semua komponen bangsa untuk
mengedepankan sektor kelautan dalam kebijakan pembangunan naslonal.

Untuk memformulasikan kebijakan tersebut masth dlilhat secara
kesejarahan bahwa kemajuan peradaban bangsa Indonsia dfbangun darl
kehidupan masyarakat yang sangat tergantung dengan sumberdaya
peslsir dao lautan. Namun demiklan dari era kemerdekaan sampai dengan
saat Inl belum ada kebljakan mengelola sumberdaya kelautan secara
terpadu dibawah satu koordinasi lembaga negara. Memang pada jaman
orde lama pernah ada Departemen mari'tim, namun Departemen tersebut
hanya sekedar mengurusl masalah perhubungan laut, Industr§ maritim
dan perlianan. Sebagai negara yang memillkl wilayah |aut yang luas
beserta potensl sumberdaya alam didaiamnya, semestinya Indonesia
memiiiki kebijakan naslonal kelausan (Ocean national policy), yang
dlkoordinaslkan oleh sebuah Institusi negara mulal dari pusat sampal ke

daerah
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2. Pembangunan Kelautan dl Era Otonomi Daerah

Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang-
Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan
daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Dalam UU No.32 tahun 2004 terdapat aturan mengenai
kewenangan daerah provinsl dalam pengelolaan wllayah laut dalam
batasan 12 mil yang dlukur dari garis pantal kearah laut lepas dan atau ke
arah peralran kepulauan dan Pemerintah Kabupaten/Kowa berhak
mengelola sepertiganya asau 4 mil laut sepert! tercantum dalam pasal 3
dan pasal 10 ayat 2 dan 3. Sedangkan, UU Nomor 25 Tahun 1999
mengandung aturan tentang pembaglan alokas! pendapatan anwara
pemerintah pusat dan daerah yang berasal darl pemanfaatan sumberdaya
alam termasuk sumberdaya peslisir dan laut. Lahirnya kedua peraturan
tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan
dalam bidang kelautan dan perikanan yaknl darl rezim yang sentralistik
ke desentralistik.

Dengan demlkian kebljakan otonom! daerah termasuk di wilayah
laut merupakan sebuah pilthan politlk yang dlharapkan mampu menjaga
keberlanjutan dan kelestarlan sumberdaya kelautan dan perlkanan. Hal
Inl pentlng karena sistem pemerinwahan sentralistlk yang sudah
berlangsung selama 32 sahun terbukti telah menghancurkan sumberdaya
alam. Oleh karena secara ekonomi politlk suatu sistem pemerlnwahan
sentralistlk terbukti membawa berbagal kecenderungan buruk yaknl (1)
politlk yang tidak demokratis; {2) korupsl; (3) rent-seeking activitles yang

memperburuk socfal welfare loss bagr masyarakat; dan (4) mora! hazard.

q
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Fenomena semacam ini Juga teryadi dalam bldang sektor perikanan di
masa Orde Baru. Oleh karena itu, fenomena korupsi dan otoriarTanlsme
blsa saja muncul di daerah-daerah pada saat inl dlkaia otonoml
dlimplementaslkan di daerah termasuk di wilayah laut.

Hal in) penting karena kondlsi politist dan birokrat dI daerah berslfat
homogen akibat proses rekrultmen dengan tradlsi kolusl, korupsi dan
nepotisme (KKN), seh'ingga cenderung memillkl "kerakusan" yang luar
blasa untuk tetap menguasai anggaran dan sumbers-sumber keuangan
daerah. Aklbatnya selanjutnya adalah KKN dl daerah akan semakin kuat.
DI sisl lain aktvitas rent seeking skelanya akan leblh besar di daerah,
karena rentseekers yang duiunya bermain di tingkat pusat pada masa Orba
bergeser ke daerah.

Orlentasl pergeseran |Inl dilakukan karena mereka dapat
mengeiuarkan blaya yang leblh rendah untuk mendapatkan rente yang
leblh besar. Selaln ftu, birokrat dan politisl daerah akan mulal menyadarl
betapa strateglsnya posisl mereka. sehingga mengadopsl pola Orba yang
pernah digunakan birokrat dan politisl dl pusat menjadl kenlscayaan,
Dengan perubahan rejim pemerin®han sekarang Inl, maka sumberdaya
alam kelautan dl daerah yang dlklaim sebagal komodItl unggulan akan
dengan mudah dlkuasal dan dlhancurkan oleh para kapltalls. Karena ltu,
Jlka tidak disertal prasyaratyang kondusif dalam pengeioiaan sumberdaya
alam sekoor kelautan era otonomi daerah dlkhawatirkan otonoml| daerah
tidak serta-merta akan memperbaiki kegagalan darl slstem sentrallstlk.
Inllah yang kemuditan menjadl problem yang harus dlant/slpasl dalam

ranghs implementasl otonoml| daerah di wilayah laut.
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3.3. Strategi Pengembangan Ekonoml Lokal
Gagasan tensang pembangunan ekonom{ (local economic
development) berdasarkan sumberdaya lokal atau dalam bahasanya

Dawam Rahardjo sebagal pembangunan ekonoml setempat. dikemukakan

oleh beberapa pemikir pembangunan yaitu Helena Norberg dan Hodge,

David Morris dan Satish Kumar dalam sebuah buku kumpulan tulisan

yangberjudul "The Case Against the Globa! Economy and for a Turn Toward

the Lokal” dan di edit oleh Jeriy Mander dan Edward Goldsmith (2040).

Halena Norberg dan Hodge dalam tulisan mereka yang berjudul “Shifting

Direction from Global Dependence to lLocal Interdependence”,

menggambarkan bahwa ciri dan pengembangan ekonom! lokal yang

merupakan sebuah kebiJakan ekonomi baru yang berbas{s masyarakat

(new community - cased economic), yaitu:

1. Terlokalisasi (localized) dengan tujuan untuk mengurangy biaya
transportasi

2. Terjadinya proses diverslfikasi produk yang tinggi (fighly diversified)
yang menyebabkan terjadinya perdagangan ansar satu daerah dengan
yang lain karena keragaman produk.

3. Berbasiskan masyarakat (community based) yang didalamnya
termasuk budaya masyaralst (community culture), jati diri, dan
pengetahuan lokal (/ndogenous knowied ge).

Dengan demikian akan tercipta interdependesi ekonomi lokal dalam

konteks ekonoml global. Untuk mengembangkan keglasen ekonomf lokal
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tersebut. David Morris. dalam tuiisannya yang berjudul “Communities;

Building Authority Responsibility and Capacity”, menekankan perlunya tiga

landasan utama yang mendukung yakni:

1. Adanya kewenangan {authority).

2. Pertanggungjawaban (responstbiiity).

3. Kapasltas produksi masyarakat (productive capacity) yang menjamin
keberdayaan masyarakat dalam menentukan masa depan kebljakan
ekonomi. Sedangkan, Satish Kumar dajam tullsannya “Gandhi's
Swadeshl Economic of Performance’ menekankan bahwa arah dan
tujuan pengembangan ekonoml Ilokal dlharapkan agar mampu
menciptakan peningkasan semangat masyarakat (community spirit),
hubungan masyarakat (community relatfonship) dan kesejahteraan
masyarakat (well being). Gagasan Kumar Ini merupakan hasil
rekonstruksl eplstimologi darl prinslp dasar filosofls Swadesi-nya
Mahatma Gandhi yaknl dapat memenuhl kebutuhan sendi:l (self-
suffictency) atau dalam bahasanya Bung Karno berdirl di atas kakl
sendirl.

Dalam perspektif ekonomi regional, willayak pesisir memiliki pilar-
pllar penting untuk menjadi kekuatan dalam membangun wllayah
tersebut Kekuatan-kekuatan tersebutadalah:

Pertama, Natural rasourees advanteges atau Imperfect facsor
moblliity. Secara faktuat di wilayah pesisir terdapat kosentrasi-konsentrasl
keunggulan wllayah yang mempunyal yang tidak dimlliki wilayah lain
yaknl (i) keunggulan sumberdaya dalam misalnya mangrove, terumbu

karang, padang lamun; (ii) karakteristlk kultural yang khas dengan clrl
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egaliter, inward fooking dan dinamis; (lil) adanya keterkaitan masyarakat
dengan sumberdaya willayah pesisir, seperti masyarakat Teluk Bintuni
dan komunisas mangrove. Sedangkan, imperfect factor mobility terjadi
pada masyakat {(manusia) dl wilayah itu karena adanya resistensi sejarah
dengan kultur serta lokas{ sumberdaya. Sehingga terjadi mobilitis yang
tidak sempurna dari faktor produksi dan sumber-sumber daya ekonomi.
Misalnya, adanya upacara selamatan.

Kedua, economic of concentralion atau imperfect diversibility.
Dalam economic of concentration secafa spasial keglatan usaha
berdasarkan skaia ekonomi umumnya terjadi pengelompokkan industri
sejenls (cluster of industry) misalnya industrl pengalengan lkan. Faktor
pengelompokan ini terjadi karena (1) biaya produksi ditentukan untuk
bfaya buruh dan bahan baku; (2) biaya transaksi dan (3} Faktor
kenyamanan berusaha. Jika, kegrasan usaha itu tidak masuk kategori
ekonomis, maka akan bergerak keluar cluster, sehingga terjadi
angglomerasi.

Ketiga, mobilitas adalah korbanan. Hal ini terjadi karena setiap
pergerakan barang dan jasa beratti “korban”. sehingga konsekuensinya
adalah munculnya biaya transportasl dan komunikasi. Dengan perkaman
lain dalam perspektif ekonomi willayah (regiona/) mementingkan
pergerakan barang dan jasa serwa sumber-sumber ekonomi secara spasial
yang dicerminkan oleh jarak {faktor pent'ng dan utama}. Pergerakan dari
satu titlk ke titik yang laln dalam koordinat Jarak merupakan korbanan.
Dengan demikian dalam perspektif inl, maka kebijakan pembangunan

wilayah peslsir diarahkan pada upaya untuk meminimalkan jarak dan

—
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memaksimum}an akses. Oleh karena itu pengembangan Industri keiautan

dan perikanan tidak senantlasa harus terkonsentrasl di Jawa wesapl di

kawasan Timur Indonesia dengan dukungan pengembangan infrastruktur

yang memadai.
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PAGEBANAN ERADT

41, NegaraKelautan

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serva
masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai
san®engan dan sekaligus peluang memasuki millenium ke-3 yang dicirlkan
oleh proses transformasi globai yang bertumpu pada perdagangan bebas
dan kemajuan JPTEK. Semenvara itu, di slsi laln tansangan yang paling
fundamental adalah bagatmana untuk keluar dari krisis ekonomi yang
menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mempersiapkan
perekonomian nasional dalam percaturan global abad 21. Dalam rangka,
menfawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan
peningkatan efiislensi ekonomi, pengembangan teknologl, produktivitas
tenaga kerja dalam penlngkatan kontribusi yang slgnifikan dari setiap
sektor pembangunan.

Bldang kelautan yang dldefinlslkan sebagal sektor pertkanan,
pariwlsata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan
laut, bangunan kelausan, dan jasa kelausan, merupakan andalan dalam
menjawab tantangan dan peluang teisebut. Pernyataan tersebut didasari

bahwa potensi sumberdaya kejausan yang besar yakni 75% wilayah
}
—
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Negara Kesatuan Republlk indonesia {NKRI) adalah laut dan selama Inl
telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhaslian
pembangunan naslonal.

Sumbangan yang sangat berarti dari sumberdaya kelautan
tersebut, antara laln berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar,
peningkatan pendapatan masyarakat. kesempatan kerja, perolehan devisa
dan pembangtinan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas
dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimlllkl [(ndonesia.
Kelautan sesungguhnya memilild keunggulan komparatif, keunggulan
kooperatif dan keunggulan kompetitlf untuk menjadi sektor ungguian
dalam kiprah pembangunan naslonal dimasa depan.

Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu
dlposisiian sebagal pinggiran {peryphery) dalam pembangunan ekonomij
naslonal. Dengan posisl semacam inl sektor kelautan dan perikanan bukan
men)adi arus utama (malnstream) dalam kebijakan pembangunan
ekonoml nasional. Kondisl Inl menjadi menjadi ironis mengingat hampir
75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang
sangat besar serta berada pada poslsi geopolitis yang penting yaknl
Lautan Pasifik dan l[autan Hindja, yang merupakan kawasan paling
dinamls dalam percaturan dunia balk secara ekonomi dan potitik.
Sehingga secara ekonomls politis sangat logls jlka kelautan dijadlkan

tumpuan dalam perekonomian nastonal.
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e
4.2. Potensl] Sumberdaya Kelautan

1. Potensi Fistk

Potensl wllayah pesisir dan lautan indonesia dipandang dari segi
fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km2, Laut Ter{torial
seluas 0.3 juta km?, Perairan Nasional seluas 3,1 juse km2, Luas Daratan
sekivar 1,9 juta km?, [.uas Wllayah Nasional 5,0 juta km2, luas ZEE
(Exlusive Economic Zone) sekitar 3,0 juta km?, Panjang garls pantal teblh

dar! 81.000 km dan jumlah pulaulebth darl 18.000 pulau.

2. Potensi Pembangunan
Potensi Willayah peslsir dan laut Indonesia dipandang dari segi

Pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Sumberdaya yang dapat dlperbaharul seperti; Perikanan {Tangkap,
Budidaya. dan Pascapanen), Hutan mangrove, Terumbu karang,
Industri Bloteknologi Kefautan dan Pulau-pulau kecil.

b. Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharul seperti; Minyak buml| dan
Gas, Bahan tambang dan mineral lainnya serva Harta Karun.

¢. Energl Kelautan sepertl; Pasang-surut, Gelombang. Angin, OTEC
{Ocean Thermal Enerqy Conversion).

d. Jasa-Jasa Lingkungan seperti; Parfwisata, Perhubungan dan

Kepelabuhanan serta Penampung {Penetralisir) lmbah.
3. Potensl Sumberdaya Pulih (Renewable Resaurce)

Potens| wllayah peslsir dan lautan Indonesia dlpandang darl segi

Perlkanan meliputi:
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a. Perikanan Laut {Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagls Kecil,
lalnnya) sekivar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$
15.105.011.400.

b. Mariculture {rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta Mutiara
sebanyak 528.403 ton/sehun. dengan daksiran nilal US$ 567.080.000.

c. Peralran Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$
1.068.060.000, Budldaya Tambak 1.000.000 ton/tahun. dengan
taksliran nlfal US$ 10.000.000.000.

d. Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan taksiran nilal US$
5.195.500.000, dan Potensi Bloteknologi Kelausan tiap sahun sebesar
US$ 40.000.000.000, secara total potensi Sumberdaya Perlkanan
Indonesia senilai US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat digall
sekitar US$ 17.620.302.800 atau 24,5 %.

Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang
serta energi terbarukan serta jasa seperti transportasl, parlwlisata bahari

yang memilikl peluang besar untuk dlkembangkan,

4, Potensi Sumberdaya Tidak Pullh (Non Renewable Resource)

Pesisir dari Laut Indonesia memillki cadangan minyak dan gas,
mineral dan bahan tambang yang besar. Dari hasil penelitian BPPT (1998)
dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia. sekitar
70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat df laut. Dari 40 cekungan itu
10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru ditelitl sebagian,
sedanglen 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan Itu

berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru

e il
T

UNIVERSITASMEDAN AREA



16,7 miliar barel yang dlkesahul dengan pastl, 7.5 mlliar barel di
antaranya sudah dieksploitasi.

Sedangkan sisanya sebesar 89,5 miliar barelberupa kekayaan yang
belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan
57.3 miliar barel terkandung di lepas pantai, yang iebih dari separuhnya
atau sekitar 32,8 mlliar barel terdapat di laut dalam. Sementara Itu untuk
sumberdaya gas buml, cadangan yang dimiliki Indonesia sampal dengan
tahun 1998 mencapai 136,S Triliun Kakl Kubik {TKK} Cadangan Ini
mengalami kenalkan bila dibandingkan wshun 1955 yang hanya sebesar
123,6 Trillun Kakl Kubik. Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar laut
seperti aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nlkel, kobalt, blji besi
non Htanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampal sekarang belum
teridentlfikasl dengan batk sehingga diperiukan teknologi yang maju

untuk mengembanghan potensi tersebut.

5. Potensi Geopolitis

Indonesia memllikl poslsl strategis. anmar benua yang
menghubungkan negara-negara ekonomi maju, poslsi geopolitis strategis
tersebut memberlkan peluang Indonesia sebagal jalur ekonoml, misalnya
beberapa selat strategis falur perekonomian dunia berada di wilayah
NKRI yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan
Selat Ombal-Wetar. Potensi geopolitis Inl dapat digunakan Indonesia
sebagal kekuatan Indonesia dalam percaturan politlk dan ekonomi antar

bangsa.
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6. Potensi Sumberdaya Manusla

Potensl wilayah pesisir dan lauman Indonesla dlpandang darl seg!
SDM adalah sekitar 60 % penduduk [ndonesia bermukim di wilayah
peslisir, sehingga pusat keglatan perekonomian sepertl: Perdagangan,
Perlkanan sangkap, Perikanan Budidaya, Pertambangan, Transportast laut,
dan Pariwlsata bahari. Potensl penduduk yang berada menyebar di putau-
pulau meripakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas

ekonoml antar pulau sekallgus pertahanan keamanan negara.

4.3. Kinerja Pembangunan Kelautan

Secara global, pertumbuhan ekonoml dunla yang secara agregat
cenderung meningkat ternyata telah membawa impllkasl kepada
peningkatan aktivitasekonoml di kawasan Asia Paslftk. Worid & Economic
Forum (WEF) pada Konvensl di Swiss tahun 2001 yang lalu mempred si
bahwa Hawasan ini akan menjad: leader bagl kawasan lain daiam kurun
waktu hingga dua dekade mendatang. Satu hal yang menarlk, berdasarkan
kajlan WEF varlabel terpenting dar! pertumbuhan ekonoml di kawasan
tersebut adalah sektor kelautan yang akan menjadi prime mover.

indonesla sebagal negara kepulauan di samping Flllpina dan fepang
yang terretak di kawasan Asia paslflk, diyakini oleh Bank Pembangunan
Asia (Asfan Development Bank) dan Bank Dunla (World Bank) dalam
laporan tahunannya pada Tahun 2000 akan memegang peranan kuncl
dalam pertumbuhan di kawasan Ini sebagaimana predlksl WEF tersebut.
Hal ini sangat beralasan menglngat studi yang dllakukan oleh PXSPL-IP8
(2000) menunjukien bahwa hingga mhun 1998. sektor kelautan
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menyumbang 20.06 % darl pangsa PD8 nasional Apabita dibandingkan
dengan negara lain, kontrlbusl sektor kelautan relatif masth rendah.
Beberapa negara sepert! RRC, Amerika Serlkat dan Norwegla hontribusi
sektor kelautan terhadap PDB naslonal mereka sudah leblh 30 persen,
sebagai contoh negara RRC, sektor kelautan di negaratersebut pada tahun
1999 telah menyumbangkan nllal sebesar 1.846 mllyar yuan (174 milyar
dollar AS) atau sekitar 48.4 persen dari PDB nasionalnya (Xin, 1999).
Sementara itu Amerlka Sertkat dengan potenst keanekaragaman hayati
lautyang;jauh leblh rendah dibandingkan Indonesia, pada tahun 1994 blsa
meraup devisa dari industri bloteknologi kelautan sebesar 14 milyar dolar
(Bank Dunla dan Cida, 1995). Indonesia mempunyal wilayah laut cukup
luas yang dikenal dengan potenst keanekaragaman hayatil faut yang tinggi,
kontribust ekonomi sektor ketautan pada tahun 1998 sebesar 189 trilyun
atau sekitar 20.06 % dari P DB nasional.
Tabel Perbandingan Kontribusi Sektor Kelautan Beberapa Negara

Kontribust Sektor Kelautan Terhadap GDP.

Panjang Luas Kontribusl Sektor Kelautan

No | NamaNegara Pantal Perairan Terhadap GDP

(Km) | Gbp (Km2) | (%) Nllai

1 | Amerika Serikat 19.000 * 32 | $280milyar (1995)
2 | KoreaSelatan 2.713 - 37 | $147 milyar (1992)
| 3 |RRC 32.000 3 Juta 48.4 | $174 milyar (1999)
| 4 | Indonesia 81.000 5.8 jua 20,06 | $ 189 milyar (1998)
| S | Jepang 34.386 = 54 |$ 214 milyar (1992)

Sumber : Kusumastanto, 2002

g
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Namun demlklan, jika dikajl secara menyeluruh, Sektor

mempunyal prospek cukup besar dalam sumbangannya
pembangunan nasional. Selain mengalam{ kenalkan yang cukup
dihandingkan dengan sektor-sektor lainnya, Nilai Produk Domestik
(PDB) sektor kelautan atas dasar harga berlaku sejak tahun 1995
memperlihatkan peningkasan. Pada tahun 1995 PDB sektor kelautan
mempunyai nilai sebesar Rp. 55.995 milyar atau sekitar 12,38% dari PDB
nasionai yang mempunyai nilai sebesar Rp. 452.381 milyar, dan pada
tahun 1998 PDB sektor kelautan meningkat menjadl Rp, 189.134 milyar
atau 20,06% dari PDB nasionaf atas harga berlaku.

Peningkatan besar terjadi pada sub sektor permmbangan minyak
dan gas bumi, yaltu pada tahun 1996 persentase PDB subsektor in!
sebesar 4,36% atau Rp. 19.712 milyar dan pada tahun 1998 meningkat
menjad] 9,98% aseu sebesar &p. $4.142 milyar.

Dalam jangka pendek sampai jangka menengah peranan sektor
pertambangan minyak dan gas buml masih sangat besar terhadap sektor
kelautan, namun dengan berkurangnya sumber minyak bumi, maka
peranannya akan sedtkit berkurang selama tidak ada Intervensi teknologi
untuk mengasasi kendala tersebut. Sementara diperkirakan untuk jangka
panjang industr! maritim, khususnya LNG, parlwlsata bahari dan

perikanan lautdan payau akan mempunyai peranan yang sangat besar.

|
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Bab S !
PENATAAN KAWASAN MARITIM

5.1. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI)

Wilayah perbatasan yang meliputi wilayah darasan dan perairan
merupakan manifestesi kedaulatan suatu negara. Lewak strategls wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada diantara dua
berua yaitu benua Australia dan benua Asia serwe diapit oleh dua
samudera yaltu samudera Hindla dan Samudera Paslfik merupakan
kawasan potensial bagi jalur lalu-lintas anear negara. Disamping Itu
Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic states) yaitu suatu
negara yang terdiri dari sekumpulan pulau-puiau, perairan yang saling
bersambung (interconnecting waters} dengan karakteristik alamiah
lainnya dal am peitalian yang erat sehl ngga membentuk satu kesatuan.

Sebagai negara kepulauan Indoneia memiliki £17.505 pulau yang
tersebar diseluruh wilayah !ndonesia dengan perbandingan luas daratan
dan perairan yaitu 1 : 3. Dengan jumlah pulau yang banyak ternyasa
menilmbulkkan berbagai pemasalahan sepertf kaburnya batas-batas
wilayah negara (sengkewa pulau sipadan-ligitan, sengketa blok Ambalat),
penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (ilfegal logging).

- _—|I
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Perdagangan manusia (troffic king), Terorisme, maraknya kejahatan trans
naslonal (transnational crimes) serta eksplorasl dan eksploimsi sumber
daya alam. Selain permasalahan diavas masth terdapat kekurang sigapan
Pemerintah Rl dalam menjaga integrims wilayah kedaula®an Negara
Kesatuan Repubilk Indonesia (NKRI) indilasinya adalah terhadap lebih
kurang 17.505 pulau yang dipubilkasikan selama Ini betlum didukung oleh
data secara resmi mengenal nama dan posisl geografisnya. Terleblh,
informasl tentang data pulau-pulau hingga saat ini berbeda-beda antara
satu lembaga dengan lembaga lainnya.

LIP! menyebutkan ada 6.127 nama pulau pada tahun 1972, Pussurta
(Pusat Survey dan Data) ABRI mencatat 5.707 nama pulau pada tahun
1987, dan pada tahun 1992, Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer nama-
nama Pulau dan Kepulauan Indonesia sebanyak 6.489 pulau yang
bernama (Sulistlyo, Kompas, 28/02/2004). Perbedaan data tersebut
mencerminkan bahwa Indonesia masth iemah dalam pengelolaan wilayah
lautnya, karena dari 17.508 pulau yang diklalm Indonesia hanya beberapa
persen saja yang sudah memiiiki nama.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus segera mendepositkan
data-data pulau yang dimillkl sebagai bukti atau arsip negara. Hal Ini
penting mengingat bahwa, pulau-pulau yang telah didepositen akan
menjadi salah satu acuan atau landasan Indonesia dalam menyelesalkan
sengketa perbatasan, Maka tldak heran selama Inl banyak terjadi klaim
wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republlk Indonsla (NKRI) oleh
negara tetangga yaitu Malaysia. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi

kedua negara yang sama-sama merupalan negara marltim yang mana
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wilayah negaranya terdirt darl wilayah perairan dan kedekatan wllayah
antara kedua negara seringkali menyebabkan kaburnya bawas-bavas
kedaulatan dlantara RI dan Malaysla.

Sebagal contoh kaburnya batas wilayah negara dl daerah entikong
Kallmantan Barat dengan wllayah Sabah dan Serawak yang merupakan
wllayah negara bagian Malaysla, masalah perbamssan wilayah antara
indonesla dan Malaysia dl perairan sebelah Pulau Sebatik maslh berlarut-
larut, ditambah dengan masalah perairan di sekitar Puiau Sipadan-Ligitan
pasca sldang Insernational Court and Justice (IC|) tanggal 17 Desember
2002 dan adanya (ndikas! perekrutan warga negara Indonesla (WNI}
menjadl anggota para mlliter Malaysia (Askar Wataniah). fenomena-
fenomena yang telah dluralkan diatas disebabkan oleh Kondisi wilayah
perbatasan Indonesta dan Malaysia yang komplels. Permasalahan int

dapatdlllhatdarltiga aspek yaltu:

1. AspekSosial Ekonomi
Willayah perbasasan merupakan daerah yang kurang berkembang

(terbelakang} yang disebabkan oleh:

a. Lokasi yang relatif serlsolir/terpencll dengan tingkat akseslbillsas
yang rendah.

b. Rendahnya tingkat pendldikan dan kesehatan masyarakat

¢. Rendahnya tingkat kesejahteraan soslal ekonomi masyarakat daerah
perbatasan (banyaknya Jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).

d. langkanya informasl sentang pemerintah dan pembangunan yang
diterima oleh masyarakat dl daerah perbawsan (blank sposs).
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2. Aspek Pertahanan Keamanan

Kawasan perbatasan merupakan wilayah pemblnaan yang luas
dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merasa. Sehingga,
menyebabkan rentang kendali pemerinsahan sullt dllaksanakan. serta
pengawasan dan pemblnaan teritorial sullt dilaksanakan dengan stnergis,

mantap dan efislen.

3. Aspek Politk

Kehldupan soslal ekonoml masyaraleat dl kawasan perbatasan
umumnya dlpengaruhl oleh keglatan sosial ekonom! dl negara tetangga.
Kondisl tersebut berpotens| untuk mengundang kerawanan di bildang
politik. Apablla kehidupan ekonoml tnasyarakat daerah perbatasan
mempunyaf ketergantungan kepada perekonomlan negara tetangga, maka
selaln dapat menimbulkan kerawanan dl bldang politlk juga dapat
menurunkan harkat dan martabat bangea Oleh sebab Itu kawasan
perbatasan merupakan salah satu aset negara yang harus dljaga dan
dipertahankan darl segala bentuk ancaman dan tantangan balk yang

datang darl dalam maupun darl luar negeri.

5.2. Pembangunan Negara Maritim

Ada llma aspek yang dapat menjadl modal umma datam menopang
penguatan pembangunan negara maritim modern dl Indonesla. Sepakat
dengan Son Dlammar (2001), kellma aspek tersebut dapat menjadi

pengamanan dan penguatan wilayah marrtim Republik indonesia secara
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terpadu. Masing-masing aspek tersebut memberillan pemahaman saling

mendukung dan menguatkan,

Peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim yang menjadi
pilar pertama dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembaii kesadaran
geografis. Kesadaran geografis dapat dlpahami dengan memberikan
pengertian bahwa Indonesta adalah bangsa yang menempati kepulauan,
dengan memiliki sumber daya alam {(SDA) yang kaya tidak hanya di darat,
teaepi juga di laut, dengan slstem nllaj budaya bahari yang terbuka dan
egaliter.

Upaya membangun kemball kesadaran wawasan maritim ini
dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan nasjonal,
pendidikan dan latlhan bagi aparatur, dan sosialisasi melatui multimedja.
Sosialisasi melaluf multimedia diharaplen dapat memenuhi tuntunan
global terhadap sarana pembelajaran dan pemahaman yang {ebih
mengena dan interaktif. Penyempurnaan kurikuium pendidikan nasional
dilakukan dengan penambahan materi-materl yang berorlentasl pada
pengetahuan dan pemahaman terhadap laut dan perikanan Nusantara.

Selain itu. langkah tak:is dengan sosialisasi wawasan lingkungan
hidup dan sistem nilai kosmopolitan serw proses kelembagaan
masyarakat maritim yang self regulating akan sangat membantu. Pilar
seianjutnya adalah dengan penegaken kedaulatan yang nyata di iaut. Pilar
ini dapat dibangun dengan sistem pertahanan (defense), keamanan
(constabulary), dan pengendallan (civilian monitoring, control, and
surveillance), beserta penegakannya (enforcement} yang utuh dan

berkesinambungan. Aspek-aspek yang dikembangkan darl pilar ini
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meiiputi kejelasan fungsi, integrasi, kecukupan perangkat {keras, lunak,
sumber daya manusia/SDM), dan sistem serta prosedur yang memadai.

Pembangunan industri maritim sebagal pilar ketiga memberikan
kontribusi akan keberadaan negara maritim yang medern dengan
mengikuti  perkembangan ilmu  pengemhuan dan teknologl.
Perkembangan Iptek tersebut teraplikaslkan melalui penelitian,
pengembangan, dan penerapan iptek dalam bidang industri maritim.
Kepentdngan riset dan pengembangan iptek di bidang ini dapat
diselaraskan dengan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Naslonal
Penelitian. Pengembangan, dan Penerapan Iptek dan juga UU Perikanan.

Adapun langkah nyata pengembangan dan pembangunan industri
maritim dapat dilakukan melalui, pertama, industri perikanan. Saat ini
industri perikanan memiliki kontribust yang kecil serhadap pendapatan
naslonal dan kurang menyejahterakan rakyat (nelayan tesap miskin),
padahal potensi{ sektor Inl menjad! salah satu yang terkemuka sekurang-
kurangnya di As’ia.

Kedua, industri pelayaran. Tak dapat dimungkiri, Industri pelayaran
menjadi pilihan utama angkuman ekspor-impor dan pilihan setengah dari
angkutan domestik dilayani kapal-kapal berbendera asing. Melalui
industri pelayaran yang mandiri, setldaknya Indonesla dapat menjadi tuan
rumah di negerl sendiri, melalui penerapan asas cabotage dan
pembangunan kemball armada niaga mcdern dan tradisional.

Ketlga, industri pariwisata bahari, Sekter ini bukan hanya Isapan
jempol belaka, Dengan adanya dukungan pceensi yang dimlliki, tlap

peralran Indonesia berpeluang menjad! tujuan wisata bahari terbesar di

=
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dunla. Sebab. kawasan marltim Indonesia merupakan baglan terbesar dari
kawasan Aseanarean, yang jauh leblh kaya dan memillkl pesona terbaik
jlka dibandingkan dengan kawasan lain sepertl Meditteranean dan
Caribbean. Kekuatan inl dapat dikembangkan melalul penylapan kawasan,
event development. dan deregulasl antara lain CAIT (Crufsing Approval for
indonesian Territory) dan CIPQ {custom, immigration, port cleorance, and
quarantine), serta penyiapan masyaratest lokalnya sebagal pemandu,

Kesuksesan pembangunan Industri tersebut dapat dicapai dengan
adanya dukungan penuh melalut alokasl anggeran dan kemudahan pajak
serta kredit, otonoml daerah, dan kelkutsertaan masyarakat setempat
(stakeholders menjadl shareholders), di mana pemerinteh pusat menjadi
fasilitator. Dengan demlklan, pada akhirnya dalam pembangunan Industri
maritim, sistem pengamatan dan pengamanan seharusnya tidak menjadi
penghalang, tetapi Justru memudahkan dan bahkan mengawal industri
maritim agar tumbuh besar. sehingga dapat memblayal pengamanan.
Industrl marltlm juga harus mampu menyejahterakan rakyat banyak,
dengan cara menjadi miiik rakyat banyak, yang dapat mengurangl posensl
konflik strata dan antar kelompok sosial.

Keempat, meletakkan pentingnya penatean ruang wilayah maritim.
Kondisl Inl menginginkan terclptanya ®sta ruang yang terpadu antara
daerah pesisir. laut, dan pulau-putau untuk menghasllkan sinerg! dan
keseraslan antar daerah/kawasan, antar sektor, dan antar strata soslal,
yang berwawasan lingkungan. Penataan itu dlupayakan melalui
pemberiakuan sistem dan prosedur pengelolaan kawasan dan

pembangunan infrastruktur, di mana kewenangan ada pada pemerintah
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daerah kabupaten,kota. dengan menglkutsersskan masyarakat. yang
dikoordinasi oleh gubernur dan pemerintah pusat sebagal fasilitator.
Terakhir, penegakan sistem hukum maritim. Penegakan dapat
dibangun dengan ocean poifcy yang lengkap, mulal darl yang bersifat
“payung” (undang-undang pokok) sampal dengan yang bersifat
operasional, balk hukum publlk maupun hukum perdata yang
mengakomodasl hukum adat. Di samping itu, sebagai negara maritim
terbesar, Indonesia perlu memlliki sistem peradilan (mahkamah) maritim.
Ocean policy menjadi sebuah pilihan wajib dan keharusan yang
dilakukan pemerintah dan semua komponen bangsa untuk
mengedepankan sektor kelausan dalam kebljakan pembangunan nasional.
Dalam memformulasikan kebljakan tersebut masih dllihat secara
kesejarahan bahwa kemajuan peradaban bangsa Indonsla dibangun darl
kehidupan masyarakat yang sangat tergantung pada sumber daya pesisir

dan lautan.

5.3. Pilar Stategis NKRI Sebagal Negara Maritim

Peran sinergis dati lembaga-lembaga negara (Deplu. Dephan, POLR{)
dan Kekuatan TNI yang didukung oleh Badan Koordinasl Keamanan l.aut
Republik Indonesia (Bakorkamla Ri) dengan departemen sejenis yang
dimlliki oleh pemerintah negara-negara tetangga merupakan pos yang
sangat strategis sebagal upaya dalam menjaga dan mempertahankan|
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI). OlehI
sebab itu stiategi pengembangan kawasan perbatasan yang berbasls

koordinatif dlharapkan mampu meningletkan kesejahteraan diwilayah
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perbatasan yang pada tujuannya dapat menjaga dan mempertahankan
keutuhan wilayah kedaulatan NKRI dari segala ancaman, hambatan dan
tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Melihat realita
yang terjadi terhadap kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang semakin
terancam maka langkah kongkret aktualisasi pilar-pilar strategis
memperkuat kedaulatan wilayah NKRI adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyl, “Negara
Kesatuan Republlk Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
bercirl nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
divetapkan dengan undang-undang. disinl berartl Instrumen negara
yang terdirl darl Deplu. TNIl, Polri, Departemen Pertahanan
mempunyal kewenangan legislasi seyogyanya sinergis dan responslf
atas permasalahan yang berkenaan dengan ancaman terhadap
perbatasan dan kedaulasen NKRI ke dalam Prolegnas (Program
Legislasi Nasional). Upaya Inl dapat ditempuh dengan jalan mengkaji
masalah perbasasan NKR! dengan Instans| atau departemen lain yang
terkait agar segera mengajukan RUU tentang willayah perbatasan
NKRI kepada DPR untuk segera dlbahas dan divewepieen sebagai
undang-undang yang substansinya mampu mengakomodir segala
kepentingan naslonal bangsa Indonesia yang berkaitan dengan
perbatasan wilayah NKRI yang mellputi wilayah daratan maupun
perairan.

2. Merubah paradigma poia strategl pengembangan kawasan perbassan
yang hanya menekankan pada aspek keamanan (security approach)

menjadi pola pengembangan kawasan perbatasan yang berslfat
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*

partisipatif untuk menclptakan keamanan dan kesejahteraan bagl
masyarakat yang berada didaerah perbatasan balk dibldang politik,
ekonoml, soslal/budaya, pertahanan dan keamanan. Hal inl
dimaksudkan bahwa, Partislpas! darl para plhak (Pemerintah daerah,
mayarakat, pelaku usaha, 1.SM/NGO yang bergerak di bidang
perlindungan Sumber Daya Alam) diharaplan mampu menciptakan
seablllvas nasional yang mantap dan dinamis sebagal modal dasar
terclptanya pembangunan nasional dan wujud darl pelaksanaan tata
pemerintaban yang baik (good governance).

Membangun strategl pengembangan kawasan perbatasan yang
berbasls mufti stakeholders participation. hal Int dimaksudkan untuk
menempatkan peran serta darj warga negara tidak hanya sebagal
obyek pembangunan akan tetapl juga sebagal subyek amau aktor
penggerak pembangunan naslonal yang besifat menyeluruh. Oleh
sebab jtu kerangka pembuatan kebljakan yang bersifat bottom up
akan memberilcan dampak yaltu terciptanya kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah,

Mengadakan kerjasama dengan Instansi/Departemen lain yang
terkalt untik melakukan Pemberdayaan masyaiakat Pemberdayaan
masyaralet di kawasan perbatasan sangat diperlukan dalam rangka
menangguiangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan sosial masyarakat dalam segala aspek Jasmani, rohani,
dan sosial Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat selain
dilakukan melalui subsldi pendidikan, {penanaman nifai-nilai

wawasan nusantara, pendidlkan bela negara) dan penyuluhan, juga
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harus diikuti dengan penyediaan Infrastruktur dasar sepertl
penyediaan fasilitas kesehawan, pemukiman layak huni, air bersih, dan
lstrik serta tempat kegiatan usaha yang sesual dengan sumber daya
yang tersedia dilingkungannya.

Mengadakan kerfasama dengan aparat penegak hukum, Pemerintah
Daerah, Instansl/Departemen, LSM/NGO, dan masyarakat untuk
membentuk badan pengawas daerah  perbatasan  serta
mengoptimalkan pos-pos penjagaan dengan fasllitas (sarana dan
Prasarana) yang memadal. Disamping itu peningkatan kualitas
Sumber daya Manusia dan profeslonallsme juga diperlukan guna
menlngkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Urgensl peran Bakorkamla untuk berkoordinasl dengan Departemen
Luar Negerl untuk mendorong dan mewujudkan pelaksanaan
diplomasl yang leblh arlf, objektif dan konstruktlf sebagal landasan
penerapan good neighbouring policy yang perlu dilakukan secara
resiprokal dan komprehensif. Hal ini diperlukan meng!ngat subseansi
perbatasan, !su-isu sengketa wilayah juga banyak dipengaruhi cleh
faktor-faktor perbedaan kondisi sosial-budaya. ekonomi, serta
kemampuan pengawasan terhadap wilayah perbatasan yang dimtilk!
kedua negara. Oleh karenanya, urgensi border dispute settiement
dlpandang penting mengingat pengaruhnya yang kuat terhadap
stabllisas kawasan.

Implementasl pilar-pilar strategls pengembangan kawasan

perbasasan yang bersifat partisipat!f dan hollstik yang dijalankan oleh

segenap [nstrumen negara yang bersinergi dengan masyarakat
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dtharapkan mampu menjngkatkan peran serta darl masyarakat, LSM, dan
jnstrumen negaradalam menjaga dan mempertahankan keutuhan witayah

dan kedaulatan Negara Kesatuan Republlk Indonesia (NKRI).
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Bab 6 |

PENBAHARUAN TERNOLOGI NELATAN

Penerapan teknolog{ modern dalam sistem produksi nelayan selring
pembangunan ekenomi mengtmbaskan perubahan struktural. Ketidak
sesualan bentuk teknologi tangkap lkan (fishing gear technology) yang
diaplikasikan nelayan ternyata merupakan sebab utama tldak optimalnya
tingkat produksi Ikan yang dieksplorasi. Selain itu, penempatan nelayan
tradislonal semata-mata sebagai obyek bantuan dan sasaran
pembangunan karena tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses
perencanaan pembangunan di tengah lingkup persaingan perebutan
sumber daya pertkanan yang semakin terbatas potensinya, turut pula
sebagai penyumbang dilema teriltnya komunitas nelayan dalam
lingkaran kemiskinan dan ssatus quo.

Piliran teknologi "Bagan boat” yang diterapkan dalam moda
penangkapan ikan nelayan biasanya merupakan suatu bentuk
keberdayaan komunitas sosial, dimana sinergl ke-magniftude-an teknologi
memiliki efek terhadap dinamlka ekonomi dan tingkat kesejahteraan
nelayan, dan melahirkan dampak sosiai ekonom{ bagi masyarakat pantal.
Pengka)ian kerangka pemikiran penelitian didasarkan atas teori

moderninasl dan perubahan sosial dari allran struktural fungsional
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sebagal kerangka untuk menjelaskan hubungan plilhan teknologi nelayan
dengan perubahan struktursoslal ekonomi masyarakat pantai.
Menurutdata penelitian menawarkan kesimpulan sebagal berikut-.

1. Plllhan teknolog! “"Bagan boat” oleh nelayan ternyasa mampu
meningkatkan pengetahuan nelayan tenmng prasyarat teknologi yang
diaplikaslkan, seita merasionalkan nilal dan prilaku kerja nelayan
dengan penerapan prinsip manajemen dalam proses produlssi.

2. Perubahan teknologi memiliki dampak sosial ekonoml dlantaranya:

a. Melebarnya rentang kesenjangan ekonomi karena distribusl
penghasilan yang timpang antara nelayan pemlilk alat produksi
dan nelayan non-pemlllk.

b. Dominasi kelompok nelayan pemlllk dalam relasi kolega
melemahkan daya tawar (bargaining position) netayan non
pemllik. karena tidak berfungsinya mekanisme pasar dan aturan
bagi basil, serm belum eksisnya peran lembaga sosial ekonoml
dalam Jaringan pemasaran perlkanan laut.

c. Meningkatnya Intensitas materialisme budaya dalam hubungan
antar laplsan sosiai masyarakat pantai.

d. Bertambahnya kausal potensl konflik pada masyarakat pantal
karena peningkatan kuantitas pengeksplorasl peralran tadislonat
berpotensi sebagal penyulut disintegrasl soslal akibat perebutan|
pangsa {domain) yang terbatas oleh sifat pertumbuhan sumber
daya perikenan {aquatic resources) yang berslfat alamiah dan tak
terekayasa (unrenewable), dan ketiga Implikasl modernisast alat

produksi memperjelas fungsl-fungsi Jaringsan kelembagaan sosal
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ekonomt dalam memaksimalkan produktivitas pengadopsl

teknologl.

6.1. Modernlsasi Teknologi Nelayan

Pada umumnya, struktur armada penangkapan lkan dl Indonesia

memang maslh dildomlnasl oleh armada tradislonal. Karena imu, untuk

memajukan perikanan, harus ada modernlsasl armada. Loglka ini tidak

salah. Menjadl persoalan adalahkuatnya cara berplklr bahwa modernisasi

armada hanyalah perubahan teknolog’ dan bukan perubahan modal

produksl baru.

Dalam modal produksi baru. teknologl hanyalah salah satu

komponen dari komponen lain terkait seperti hubungan atau aspek

kelembagaan produksl serta varlabel eksternal. Oleh karena Itu, dalam

modernlsasi ada sejumlah varlabel penting yang harus dipertimbangkan,

yaitu :

F|

4,

Faktor modal kerja. Kapal besar memerlukan modal besar untuk
beroperasi, termasuk bahan bakar, perbekalan, dan pemellharaan.
Manajemen usaha. Kelompok yang leblh besar membutuhkan
kemampuan manajemen usaha dan manajemen kelompok yang
berbeda. Inl karena aset yang dlkelola Jauh berbeda dengan aset
tradislonal.

Faktor teknologl. Nelayan perlu beradaptasl terhadap teknologi baru,
sepertl menggunakan mesin, alat wngkap baru, serm
pemellharaannya.

Faktor sumber daya dan adaptasi ekologl.
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Dengan jangkauan yang lebih luas, nelayan perlu memahami =
sumber daya serta karakteristik lingkungan peralran baru. Ada beberapa
kasus yang menunjukkan bahwa bantuan untuk nelayan gagal karena
ternyata kapal dan alat tangkap baru di wilayah tersebut hanya -
untuk musim-musim tertentu. Akibatnya, ada masa kekosongan yang
membuat nelayan tidak memperoleh pendapasan.

Dari faktor-faktor di awas, tampaklah bahwa sebenarnya isunya tidak
sekadar bantuan teknologl, tetapi leblh pada bagaimana keslapan adaptasi
nelayan terhadap modal produksi baru. Tidak mengherankan apablla
kegagalan program-program bantuan kapal umumnya berakar pada
ketidaksiapan pemerintah meningkawkan daya adaptasi nelayan.

Banyak pengamat berpendapar, bahwa kehidupan nelayan sangat
akrab dengan kekumuhan dan kemiskrnan. Faktor menwaliws sebagal
penangkap/pemburu ikan, dan adanya hubungan peatron-client dalam
sistem kerjanya, ditengaral sebagai penyebab utamanya. Mentalitas
penangkap/pemburu blasanya ditandai dengan sikap fatalis, nrimo dan
gaya hidup yang boros.

Masyarakat nelayan dlperkenalkan dengan penggunaan teknologi
penggerak motor kapal/perahu dan alat wmanglep ikan yang modern,
Penggunaan motor dan alat tangkap modern ini, mengaklbatkan
peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkap ikan mereka. Meluasnya
penggunaan teknologi modern inl menyebabkan hasil wangkapan lkan
meningkat dengan sangat @jam, apalagi dengan dlpergunakannya purse-
selne, awmu yang lebih dikenal dengan sebutan Pukat Harimau. jenis kapal

pukat harrmau in} memilikl spesifikasl kerja dan daya jelajah perburuan
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lkan yang leblh baik. Alat ini dapat berburu jkan secara aktlf, mengejar
gerombolan Ikan, siang dan malam, dan tidak bergantung dengan musim.
Ketldak-tergantungan alat inl dengan pola musim lkan, karena )enis
Jaringnya memlilki kemampuan yang hebat, dapat menangkap hampir
semua Jenls lkan, balk besar maupun kecil, dan kemampuan mesin
penggerak kapal/perahunya yang mendukung untuk melakulan
perburuan lkan sampai ke tengah laut. Sayangnya alat jaring pukat
harimau (nl dapat menimbulkan kerusakan parah habitat laut. Jari'ng
dengan kemampuannya yang demlklan ini. menimbulkan kekhawatiran
pemerintah akan kelestarian lingkungan hidup laut. Oleh karena Itu,
operast kapal Jents inl oleh pemerintah ditetapkan dl tengah laut. Hal Ini
dimaksudkan disamping untuk melindungi habitat laut pantai, Juga untuk
melindungi kepentingan para nelayan kecil yang tidak memiilki alat
tersebut

Pelanggaran terhadap wlilayah penangkapan tkan sering diikutt
dengan terjadinya konfllk antara nelayan kecll dengan nelayan yang
menggunakan teknologi modern. Untuk mencegah terjadinya
kemungkinan yang ditimbullan menjadi semakin buruvk, maka
Pemerintah mengeijuarkan Keppres No. 39 tahun 1980. Peraturan ini
mengatur secara bertahap penghapusan lapal Jenis pukat harimau Inl.
Dasar pertimbangan darl keppres tersebut adalah penggunaan teknofogl
pukat harimau telah menimbulkan kerugian yang besar bag! nelayan kecll,
dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup laut yang parah,

Penghapusan penggunaan teknologi pulat harlmau Inl diikut

dengan kebfjalan pemerintah dengan adanya motorlsasl dan modernisask
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jaring tangkap nelayan kecil. Hal ini untuk mellndungl dan meningkatkan
poslisl bersaing nelayan keclt. Namun demikian, motorlsasl kapal /perahu
dan modernisasi alat tangkap tidak mempunyai artl yang terlalu besar

terhadap kualises hidup nelayan kecll, khususnya nelayan buruh.

6.2. Teknologi Nelayan

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa pekerjaan nelayao
merupakan salah satu Jenls pekerjaan yang hasilnya tidak menentw
Ketldakmenentuan ini telah menciptakan kesepakatan bersama bahwa
rislkko, keuntungan dan kerugian yang berkaltan dengan pekerjaan
ditanggung secara bersama. Bagl hasil dengan demikian muncul sebagal
hasil tnteraksi dan hubugan kerja yang telah terlembaga. Perbedaan
pembaglan hasil kerja didasarkan pada peran dan kedudukan
dalam orgenisasi kerfa nelayan dan jenis alat tangkap yang digunakan.
Sedangkan jenls alat yang digunakan adalah bagan. dogol/ampeia dan
purse sefne, khususnya purseseine mini.

Dalam organlsast kerja nelayan bagan, sesuai dengan organisasi dan
cara kerja yang relatlf sederhana. sistem bagi haslinya juga sederhana.
Terlebih dahulu total hasil penujualan itw dikurangt pengeluaran untuk
retribusl ke TPl sebesar 3 persen ditambah blaya untuk asuransi,
tabungan kematian, dan tabungan paceklik. Setelah itu dlkurangi lagi
untuk blaya perawatan dan pemeliharaan alat yang blasanya disepakatl
10 persen dari wsotal hasil penjualan, dan dikurangi lagi untuk blaya
perbekalan selama kegiatan penaghapan. Sisanya kemudian dibagi dua

antara pemllik dan ABK, masing-masing mendapatkan SO persen. jika
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bagan itu merupakan usaha bersama secara patungan, maka slsa itu dibagl
sejumlah nelayan yang menanamkan modalnya pada bagan {tu.
Pengeluaran untuk retribusi sebesar 3 persen dimmbah dengan
blaya untuk asuransl. tabungan kematlan, dan tabungan paceklik yang
semuanya disetorkan melalui TPI berlaku hanya Jika hasll tangkapan itu
dljual melalul TPI. )Jlka nelayan bagen memperkirakan hasl penjualan
hasil tangkapan tidak terlalu banyak dan sisa yang akan dibagi menjadi
terialu sedikit jlka harus dikurangl blaya yang disetorkan melalul TPi,
make blasanya mereka akan menjualnnya secara langsung kepada bakul.
Harga penjualan secara langsung kepada bakul ditentulean secara seplhak
oleh bakul dan blasanya harganya lebih rendah dari harga TPI. Tetapl
dibanding den@an adanya pengeluaran tambahan yang harus diseterkan
melalul TPI, penjualan secara langsung kepada bakul dirasakan iebih
menguntunglean sehingga sisa akh!r akan menjadi lebih besar dan dengan
demikian bagian yang didapatkan oleh nelayan dan ABK atau antar
nelayan yangberusaha secara patungan menjadi semakin besar.
Pelaksanaan kegiamn penagkapan ikan secara mobil, yaitu dengan
memburu geromboloan lkan secara berpindah-pindah, dilakukan dengan
organisasi kerja yang melibatkan beberapa orang. jumiah orang dalam
organisasl kerja Itu tergantung pada jenis pekerjaan atau Jabatan yang
ada, yaitu juragan, juru mudi, Juru mesin, Juru tawur, Juru batu, Juru
gidang, dan bocahan yang bertugas memasak untuk makan seluruh ABK.
jenis pekerjaan terakhlr Inl hanya berlaku di kapal jenis purse seine. Pada

kapal Jenls ampera Jenls pekerjaan terakhir ini dimngani oleh juru gudang,
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Juragan sebagai pemillk berkewajiban menyediakan peralatan,

perbekalan, dan sangu. Peralatan terdiri dari alat tangkap (jaring), kapal
beserwa mesinnya, dan lampu merkuri atau pertomaks. Perbekalan terdirl
atas solar untuk mesin kapal, solar untuk diesel yang digunakan untuk
menyalakan lampu merkuri, fika menggunakan lampu petromaks maka
harus digunakan minyak wsanah. dan oli. Sementara sangu merupakan
perbekalan untuk ABK, yang terdiri dari beras, bumbu, sayur. dan rokok.

Juru mudi mempunyai tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan
kegratan penangkapan dan memelihara alat wangkap. Keberhasilan
kegiatan ini sangat tergantung pada kemampuan juru mudi dalam
melalsanakan tugasnya. Sebagai penanggung jawab, la memiliki
wewenang penuh untuk merekrut ABK, menentukan lokasi penangkapan,
memberi tugas dan komando kepada ABK. dan menentukan kapan faring
harus ditebarkan dan kapan harus disarik. Juru mudi juga bertugas
mengamati lokasi di mana terdapat banyak ikan. Oleh karena itm ia
biasanya berada di bagian paling depan atau kadang-kadang dibagian atas
kapal.

juru tawur mempunyai tugas menata peralasan jaring muiai dari
persiapan, pada setiap selesai sawur, sampai selesainya kegiatan
penangkapan. Penataan jaring penting dilakuien agar tidak terjadl
keterlambatan penawuran atau penebaran dan gangguan gerak jaring.

Juru batu bertugas menurunkan dan mengangkap jangkar. Jangkar
diangkat ketika kapal akan berangkat dan dituruniean ketika tiba dilokasi
yang telah ditentukan oleh furu mudl. Setelah selesai penangkapan maka

juru batu mengangkat jangkar kembali untuk kemudlan berplndah ke
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lokast lain. Di lokasi lain yang telah ditentukan, ia menjalankan kembali

tugas itu.

Juru gidang mempunyal tugas di darat dan di laut. Di darat la
bertugas memberi mhu seluruh ABK tentahng keberangkatan perahu hari
Itu, mencari ABK yang telah ditentukan Juru mudl atau juragan sampai
ilengkap dan melaporkannya kemball kepada juragan atau furu mudi Di
laut ia bertugas memasak untuk keperluan ABK yang lain. Tugas juru
gidang memang relatif ringan, karena ltu blasanya dilakukan oleh nelayan
yang sudah cukup umur tetapl secara f:sik masih kuat melaut. Pada kapal
jenls purse seine mini tugas memasak inl dilakukan oleh bocahan.

Juru mesin disebut Juga mataris, bertanggung Jawab terhadap
pengontrolan mesin, pengisian bahan bakar dan oli, pengontrolan air
pendingin, dan operasionalisas! mesin. la Juga bertugas menggerakhan
baling-baling sesuai dengan arah yang ditentukan oleh juru mudi.

Pada kapal Jenis purse seine minl, Jenis pekerjaan it masih dimmbah
dengan furu arus yang bertenggung jawab terhadap kebersihan perahu
dan mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu. Selaln tu juga
terdapat sejumlah ABK yang bertugas membantu juru sawur ketika
menebar dan menangkat Jaring.

Sistem bagi hasil dengan alat purse seine mini adalah hasll total
dikurangi terieblh dahulu dengan pengeluaran yang terdiri dari retribus
sebesar 3 persen ditambah bjaya untuk asuransl, tabungan kematian, dan
tabungan paceklik. Setelah itu dikurangl biaya perbekelan dan sangu serta
untuk pemeliharaan alat sebesar 15 persen. Sisanya kemudian dibagy

men)adi 2 yaitu 50 persen untuk juragan dan S0 persen untuk ABK.
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Berbeda dengan sistem bagi hasil pada alat purse seine mini, maka
sistem bagl hasil yang bertaku pada kapal dengan alat dogol dan ampera
adalah sebagal berikut; hasll total dlkurangl terleblh dahulu dengan
pengeluaran yang terdir! dari retrlbus! sebesar 3 persen ditamibah blaya
untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan pacekllk. Setelah itu
dlkurangl biaya perbekalan dan sangu serta untuk pemelibaraan alat
sebesar 15 persen. Sisanya kemudian dibagi menjadi 2 yaltu SO persen
untuk jJuragan dan 50 persen untuk ABK.

Bagtan sebesar 50 persen untuk ABK kemudlan dibagl| lagl menjadi
dua, yaitu S0 persen (darl SO persen) unnuik Juru mudi, dan slsanya yang
S0 persen (darl SO persen) dibagl sama rata kepada seluruh ABK yang
terdirl darl juru mesin, Juru gldang. juru sawur, Juru batu, dan juru arus.
Setain mendapatka bagian SO persen darl ABK, juru mudi juga mendapat
tambahan sebesar S persen darl baglan juragan. Dengan demi'kian maka
bagtan juru mudi adalah 25 persen darl total baglan untuk ABK ditambah
S persen dari baglan juragan. Semenvara 25 persen yang laln darl baglan
ABK dlbagl secara sama rata,

Dengan melihat sistem bagi hasit yang berlaku pada organisasi kerja
penangkapan dengan alat bagan maupun dengan dogol, ampera, dan purse
seine tampak bahwa baglan terbesar adalah untuk Juragan atau pemllik.
Hal inl tentu tidak aneh karena juragan merupakan orang yang
menyedlakan modal paling besar dan juga plhak yang akan menanggung;
rislkko paling besar Jika keglatan penangkapan (tu tidak berhasil avau
bahkan Jika mendapatkan musibah. Jlka hasi] tangkapan ttdak memuashen

dan hanya sedikit. maka sisa terakhir darf total penjualan setelah

UNIVERSITASMEDAN AREA



@ab 6. Pembaharuan Tek nologr Nelayan

L
dlkurangi berbagai pengeluaran Itu kadang-kadang hanya dibagikan

kepada para ABK.

Selain itu, bagian yang terbesar untuk juragan juga menjadi wajar

karena juragan mempunyal berbagai kewajiban sosial yang harus
ditunalkan kepada para ABK yang menjadi anak buahnya. Juragan harus
membantu anak buahnya yang sedang mengalami kesulitan, membert
tunjangan har1 raya, dan kewajiban lain dalam rangka pelaksanaan r'tual
seperti sedekah laut Kegiaten Inl selalu menghabiskan biaya yang besar.
Perbedaan pembagian hasil tangkapan dalam sistem bagy hasil d{ ases juga
menunjukkan bahwa sekalipun telah terjadi motorisast kapal, yang oleh
karena itu meningkatkan has!l sangkapan. hal {tu tidak secara serta.mersa
meningkatkan kesejahteraan nelayan.? Kalaupun peningkasan hasil itu
kemudian menlngkatkan taraf hidup nelayan, hal ftu secara signifikan
vampak pada nelayan pemiitk atau juragan.

Indlkator darr peningkasan taraf hidup nelayan pemlitk dapat
diketahul darl jumlah kepemillkan kapal yang menunjukkan
kecenderunan bertambah, rumah tinggal nelayan pemlllk pada umumnya
telah dibangun cukup megah, peralatan dan kelenghepan rumah tangga
mereka juga menunjukkan keadaan yang tidak berbeda dengan orang
kaya di tempat lain. Dari hasll observasl tampak bahwa hamplr semua
nelayan pemilik avau juragan mempunyai sepeda motor dengan tahun
pembuatan yang relatif maslh baru. Bahlean di antara mereka telah
memiliki mobil. Anak-anak darl keluarga juragan juga mendapatkan
pendidikan yang lebth balk. Beberapa dl ansara mereka masth kuliah di
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beberapa perguruan tinggl di Jawa Tengeh dan bahkan ada yang telah
menyelsalkan pendidilen tingg.

Keadaan yang berbeda dljumpal dalam kehidupan ABK. Mereka
masth diiilit berbagal kesulitan, terutama keuangan. Hal ini ternyawm
berdampak pada munculnya kesulitan-kesulitan yang lain. Rumah mereka
umumnya merupakan i1umah yang dilategorlkan semi permanen
sebagian telah memiliki pondasi semen dan selah ditembok. tetapi pada
baglan lalnnya maslh menggunakan papan. Umumnya rumah tangga
telah memlilkl beberapa alat elektronika berupa televisl. Akan tesep!
seringkali hal Ini tldak selalu bertahan lama karena jika mereka berada
dalam kesulitan keuangan. alat elektronlka yang mereka miliki segera

berplndah ke tangan lain atau ke tempat gadai.
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PENANFAATAN TP BAGI NELATAN

7.1. Pengelolaan Tempat Petelangan ikan

Pengelolaan Tempat Pelelangan ikan (TP]} merupakan lembaga yang
membantu nelayan dalam memasarkan Ikan hasll tangkapannya melalul
pelelangan, di samping Itu TP! berfungs! sebagal pemungut restribusl
hasll tangkapan nelayan. Dalam keglatan pelelangan ikan TPl Juga
berfungsl sebagal pengendall harga Ikan.

Tempat Pelelangan lkan harus berada di tepi pansei atau sungai, hal
ini dimaksudlan agar memudahkan pendaratan fkan dan tldak terlalu
dekat dengan tempat tinggal atau pemukiman penduduk. Syarat In{
dimaksudkan agar memudahkan pengawasan cieh petugas TP) dan juga
agar nelayan tidak mengalami kesulitan dalam mendaratkan hasil
tangkapannya di TPI.

TPl merupakan salah satu sarana pemasaran ilean yang cukup
potensial. Dengan adanya TP, kesulitan pemasaran Ikan dlharapkan bisa
teratasl, pendapatan dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat, di
samping sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena Ity,
diharapkan semua nelayan bisa memasarkan hasil tanglmpannya di

Peleiangan Ikan.
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Petetangan lkan dlartlkan sebagai suatu metode transaksi di pusat
produkst yang diselenggarakan di TPl antara nelayan dan

dengan tujuan agar dapat diperoleh harga yang wajar serta pembayara

secara tunal kepada nelayan. Untuk mencapal tujuan tersebut

kesempurnaan mekanlsmenya merupakan suatu prasyarat Dari segl

Institust, TP] sangat penting dan strategls, akrena blla pemasatan ikan di

TP dapat dlorganisir secara teratur, malea mase rantai selanjutnya akan

dapat teratur puta.

Menurut Dinas Perlkanan dan Kelautan (1999) Provinsi Sumatera

Utara, manfaat dari peielangan lkan sebagai berlkut:

1. Sebagal saranauntuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,

2. Sebagal sumber data statlstik yang akurat balk untuk keperluan
perencanaan pembangunan maupun pengelolaan kelestarlan sumber
daya perlkanan,

3. Sebagal sarana melepaskan ketergantungan nelayan kepada pemilik
modal dan penghapusan sisten lfon.

4. Sebagaisarana pemblnaan mutu hasil perikanan sekallgus pengaturan
harga yang layak bagi konsumen.

S. Sebagal sumber pendapatan bagl Pemerintah Daerah yang sekaligus
dapat melakukan fungsl kontrol terhadap penghlmpunan dan
penggunaan dana restribusl.

Tempat Pelelangan lkan {TPI) yang optimal memlilki fasllitas
sebagal berlkut:

1. Pembekalan meliputl: solar, es, alr bersik dan ransum
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2. Persiapan alat yaltu tersedlanya ruang untuk perslapan unit

penanghepan, secara finansial adalah kemampuan menyedlakan alat
tangleap.

3. Fasilitas perbalkan kapal yaltu tersedianya perbekalan untuk kapal-
kapal perlkanan.

4, Fasilitas dermaga yaitu fasllitas untuk pendarasen kapal/perahu lkan
setelah nelayan menangkap ikan di laut.

5 Fasilitas Industrl yaitu fasilivs untuk pasca panen ikan aseu
pengolahan lkan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, petugas TPl memegang peranan
penting dalam memperlancar kegiasen usaha perlkanan nelayan.
Pelayanan yang optimal terdirl dari pelayanan waktu pelelangan,
pungutan restribusl dan kegiasen pelelangan yang dladakan oleh petugas
TPl bertujuan untuk membantu memasarkan lkan hasll sangkapan
nelayan. Petugas TPl dituntut untuk menjaga agar kegiasen lelang jkan
dapat berjalan dengan baik

Tempat Pelelangan lkan dikelola oleh beberapa petugas yang terdiri
dari : manajer, juru lelang, juru timbang dan angut, juru keberslhan dan
juru keuangan/kasir. Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan dipimpln oleh
seorang manajer yang mengelola keglatan TPl daiam aspek organlsasl dan
aspek keuangan. Dalam aspek organisasl seorang manajer mempunyal
tugas memimpln bawahannya dalam melaksanakan tugas sebagai

penyelengaraan lelang
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7.2. TPISebagal Sumber Pendapatan Asll Baerah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asll Daerah [PADI
adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungu
berdasarkan peraturan daerah sesual dengan perundang-undangan,
Pendapatan Asll Daerah bertujuan untuk memberlkan kewenangan
kepada pemerintah daerah dan mendanal pelaksanaan otonoml daerah
dengan potensl daerah sebagal perwujutan desentralisasl.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerinssh daerafy
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber darl: pajak daerah,
retribusl daerah, hasli pengeiolaan kekayaan daerah yang diplsahlan dan
dan lain-lain Pendapatan Asll Daerah (PAD) yang sah. lain-laln4
Pendapatan Asll DBaerah yang sah diatas. mellputi : hasll penjuala
kekayaan daerah yang tidak diplsahkan, jasa giro, pendapatan bunga
keuntungan sellsih nllai tukar ruplah terhadap mata uang aslng. komis
potongan ataupun bentuk laln sebagal akibat dari penjualan dan
pengadaao barang dan/atau Jasa oleh daerah.

Salah satu aspek darl pemerintah daerah yang harus dlatur secara
hati-hatl adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran
daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam
bentuk uang (Ruplah) dalam satu periode tertentu (satu eshun). Anggaran
daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
Instrumen kebfJakan yang utama bagl pemerintah daerah. Sebagal

insttumen kebljakan, anggaran daerah menduduki posisl sentral dalam

G —
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upaya pengembangan kapabliitas dan efektivitas pemerintah daerah.
Anggaran daerah dlgunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya
pendapamn dan pengeluaran pemerintah, membantu pengambilan
keputusan dan perencanaan pembangunan, ovorisasi pengeluaran di
masa-masa yang akan daseng sumber pengembangan ukuran-ukuran
standar untuk evaluasi kiner)a, alat untuk memotivasi para pegawai, dan
alat koordinas! bagi semua aktivims dari berbagal unitkerja. Dalamkaitan
ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya di fok uskan
pada upaya mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi
prioritas dan pref erensi daerah.

Menurut UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 tentang pembiayaan,
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan
daerah terdiridari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Dana perimbangan

3. Pinjaman Daerah

4, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di era otonomi daerah, setiap Kabupaten/Kota diharapkan mampu
mencari sumber-sumber pendapatan daerah sendiri dengan menggall
segala potensi yang ada di daerahnya. Salah satu sumber pendapatan
daerah yang harus terus ditingkatlean adalah Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dip ungut
berdasarkan peraturan daerah sesual dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberiikan
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kewenangan kepada daerah dengan potensl daerah sebagal wujud dart
adanya desentralisasi.

Dikatakan pula oleh Ambardi dan Prlhawantoro (2002), bahw
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dar
sumber-sumber penerlmaan murnl daerah dimana pendapasen tersebu
akan digunakan untuk memblayal dalam rangka penyelenggraan otonom
daerah. Dari pengertian Pendapasen Asli Daerah {PAD) tetsebut dapa
dikatakan bahwa semakin besar kemampuan suatu daerah dala
menggall sumber-sumber keuanganya, maka akan semakin besar pula
kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendirl
khususnya dalam memberlkan pelayanan umum kepada masyarakatnya.
Seballknya besarnya ketergantungan daerah terhadap subsldl yan
diberflmn oleh pemeritah pusat asau kecilnya sumber Pendapatan
Daerah yang dapat dlpungut, aken membatasi ruang pgerak dan
kemampuan daerah Itu untuk mengurus rumah tangganya sendirl.
Artinya, kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonoml
daerah beium sesuai dengan sasaran yang dlkehendakl.

Sektor perikanan merupakan salah satu sumber penyumbang
Pendapatan Asll Daerah pada beberapa Kabupaten/kota di Indonesia,
sebab mayorles lesak Kabupaten/Kota berada di peslsir pantai yang
memillkl kekayaan sumberdaya perlkanan yang tinggl diharapkan dapat
menajadlkan sektor perikanan sebagai salah satu sektor andalan
penyumbang Pendapatan Asll Daerah dengan nilai kontribus{ yang tinggt.

Retrlbusl daerah adatah pungutan daerah sebagal pembayaran atas

jasa atau pember1'an izin tertentu yangdisedlakan dan atau diberikan oleh
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pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi asau badan.

Retribusl usaha dl bidang perlkanan yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran ams pemberian izin usaha dl bldang perlkanan.

Tempat pelelangan ikan adalah suatu tempat dimana para penjual
dan pembeli dapat melakukan transakst jual bell Ikan dengan cara lelang.
Retribusi penyelenggaraan pelelangan l|kan, yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan peielangen
Ikan yang dilakukan oleh Pemerintsah Daerah.,

Tujuan peyelenggaraan pelelangan lkan ditempat pelelangan ikan
adaiah:
}. Mendapatkan kepastlan pasar dan mengusahakan stabllitas harga
ikan yanglayak bagl nelayan/petanl llsan maupun konsumen.
Meningkatkan tarafhldup dan kesejahteraan nelayan/petanl ikan.
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan/petanl ikan.
Memberdayakan koperas! nelayan/pemani tkan.

Sebagal sarana pengumpulan dawa swtistlk perlkanan,

I

Pusat pemblnaan nelayan/petni ikan.

Dari uraian di atas, sektor perlkanan khususnya Tempat Pelelangan
lkan (TPI} adalah salah satu sektor sumber Pendapaman Asll Daerah
(PAD), sehingga fokus pembangunan wilayah peslsir khusus pengelolaan
Tempat Pelelangan lkan dibutuhkan perhatian yang serlus dar! berbagal
stakeholder, sepertl : masyarakat pesisir, pemerinwmh khususnya
pemerintah daerah dan swasta Dengan terclpmnya pengelolaan TPI yang

batk dan optimal akan membawa keuntungan bagl masyarakat, sehingga
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pada akhirnya akan menambah sek%or Pendapatan Asli Paerah (PAD) dan

kesejahteraan masyarakat peslsir khususnya nelayan.
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Bab 8 |
OPTIMALISAS] POTENS! EXONOAL

8.1. Potensi Ekonomi Kelautan

Dalam era persalngan globai, di mana batas antar negara menjad}
kabur, tiap-tiap negara berupaya membangun dan memperkuat
positioning industri dalam negerl. Indonesla sebagal negara yang disebut
akan menjadl kekuawmn ekonoml global dan dlkelompokiean ke dalam
BRIIC (Brasil, Rusia, Indla, Indonesla, China) perlu mempersiapkan diri.
Positioning keungguian bersalng (competitive advanéage) blasanya
dibangun secara bertahap dan berbasls sumber daya yang dimitikl.
Indonesla perlu dengan segera mengldentlfikasl potensl-potensi yang
dapat menjadi sumber keungguian bersalng. Desain pembangunan
naslonal selama Inl terkesan maslh bertumpu pada optimalisasi sumber
daya di darat.

Kebijakan sektor perwanian, perkebunan dan peternakan terus
dioptimalkan dalam beberapa dekade. Pada hal lodonesia memliiki
potenst laut berlimpah. Optimallsasi semua potensi yang terdapat di
dalamnya dapat dljadlkan sumber keunggulan bersaing Indonesla dl masa
depan. Perlu ada upaya serius darl semua plhak untuk membangun

i naslonal berbasis kelautan yang terintegrasi dari seksor hulu-
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hilir. Indonesla memlllki potensl ekonomi pesisir (coastal economy) yang
belum diberdayakan. Bentangan panwai di Indonesia mencapal 95.181 km.
Garls pantai Indonesia inl tercatat sebagai yang terpanjang keempat di
dunla. Berbekal faktor geografls ini ekonomi pesisir sebenarnya
mempunyal potens: yang sangat besar. |

Salah satu hasil pesisir yang telah terbukti memberlkan kontrlbuslI

signlfikan secara naslonal adalah industri rumput laut indonesia
memasok 50% rumput laut gelondongan dunia. Potenst ekonoml pesisir
sepertl rumput laut telah menempatkan Indonesta sebagai salah satu
produsen rumput laut terbesar di dunia. Inl tentu memberikan
pemasukan bagi negara, pekerja yang dilibatkan, dan kontrlbusi kepada
penduduk Indonesia yang mayoritas tinggal di pesisir. Berbekal prestast
di atas dan peluang untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,
rumput laut vital untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik ditingkat
pusat maupun daerah,

Demi meningkatkan potensi tersebut, pemerintah perlu merancang
desaln kluster ekonoml peslsir, sehingga dapat menlngkatkan daya salng
naslonal. Kedepan. industrl turunan rumput faut perlu dibangun untuk
menciptakan nilai tambah secara nasional. Industri rumput {aut Indonesia
tentunya akan sulit untuk disalngi oleh negara-negara lain. Menurut data
Kementerlan Kelausan dan Perlkanan 2008, ekspor rumput laut dalam
bentuk olahan hanya mencapal 15%. Slsanya dalam bentuk gelondongan.
Karena Itu, desaln kluster yang dapat mendukung industrl rumput laut
diharapkan dapat mendorong terclptanya fndustri yang memberikan nllal

tambah bagl rumput laut.
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Tentunya optimalisasi ekonomi pesisir tidak dapat dilakukan

sendirlan oleh Kementerian Kelauman dan Perikanan. Diperlukan poiitical
dan good will untuk menyinergiskan strateg! dan kebijakan nasicnal demi
mendukung industrialisasi daerah pesisir di Indonesia. Kementerian
Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu duduk
bersama untuk memfokuskan strategi pengembangan ekonomi daerah.
Selain peran dari beberapa kementerian di atas, ekonomi pesisir Ini
sangat erat hubungannya dengan kualitas pengamanan aparatur
pemerintahan.

Bayangkan fika kita dapat menjaga kelestarlan sumber daya laut dan
mencegah pencurlan yang jumlahnya sampal puluhan rlbu kasus serta
mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 36,5 trillun setiap tahunnya.
Sinergi perlu dibangun untuk menyediakan sumber daya manusta {SDM)
berkualisas, khususnya  tenaga-tenaga terampll yang akan
mengembangkan industri-industri tersebut. Peran perguruan tinggi dan
Industr{ diperlukan untuk memperslapkan SDM yang relevan.

Akhirnya, dibutuhkan hubungan pemerintah, perguruan tinggi, dan
industrl untuk dapat mencipsakan hasil yang optimal. Di dalam
pembangunan ekonomi pesisir ini pemerintah dituntut untuk dapat
membuat kebljakan yang berorlensasi peningkatan daya salng nasional.
Sinergi ketiga plhak dalam kerja sama yang harmonls inilah yang kita
butuhlen.
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8.2. Konsep Minapolitan

Kebljakan, program dan kegiasan pembangunan sektor kelausan dan
perikanan memerlukan penyesuaian atau perubahan agar dapat
memenuh! kebutuhan ekonoml yang lebih fokus pada peningkatan
kesejahteraan rakyat. Perubahan seperti [nl seirlng dengan potensi
Indonesla yang merupakan archipelago isiand. Sebesar 2/3 wllayah Rl
merupakan perairan, dan banyak potensi kelautan serta perikanan yang

didapatkan darl peralran Indonesla.

Perlu adanya perubahan pola plkir orlentasl pembangunan darf
daratan ke maritim (revolusf biru) dengan konsep Minapolitan yang
sejalan dengan Arahan Umum Pembangunan Naslonal dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kewllayahan dan Pengembangan Kawasan dalam RP|M
2010-2014. Hingga kini, pembangunan dl Indonesla maslh terfokus pada
daratan. Keberadaan kosa-kose metropolitan baru, lantas membuat
potensi kelautan di Indonesia terkesamplingkan. Apabila selama int ada
beberapa wilayah pesisir yang berhasil dikembanglken, perekonomian
masyarakatnelayannya pun masih jauh dari sejahtera. .

Revolusi biru [ni merupalen salah satu bentuk nyasa darj
pembangunan kawasan peslsir yang berkelanjutan melalui peningkatan
produksl ke!autan-perikanan dengan penlngkatan pendapatan rakyat
yang adil, iata, dan sesuai. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
{Rokhmin Dahurl, 2002) mencakup dua hal: pengaturan
ruang yang adil bagi masyarakat (nelayan dan petanl) serta

kemitraan kerja yang saling mendukung dan tesap memellhara
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ruang. Untuk itu dalam pelaksanaannya, konsep Minapolitan haruslah

mengedepankan kesejahteraan masyarakat pesisirnya.

Konsep Minapolitan dapat didefinisikan sebagal kota perikanan
dengan konsep pembangunan ekonom! kelautan dan perikanan berbasis
wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan berprinsip
integrasi, eflslen, kualitas, akseleras! tinggl. Dlharapkan dengan
dilaksanakannya konsep inl, visi “Indonesia Menjadl Penghasil Produk
Perikanan dan Kelautan Terbesar 2015" dan misi “Mensejahterakan
Masyarakat Kelautan dan Perlkanan”, dapat terwujud. Secara konseptual,
Minapolitan terbag! menjad! dua. Pertama, pembangunan sektor kelausan
dan perlkanan berbasls wilayah. Kewewenangan tlap daerah untuk
mengembangkan kawasan pesisirnya sendirl perlu diberi dorongan.
Pasalnya, setlap wilayah pestsir di Indonesia memilikl karakteristik
masing-masing yang leblh dipahaml oleh daerah itu sendiri. Kedua, adalah
kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan
dan perikanan. Potensi produk kelautan [ndonesia sebenarnya cukup
berpotens! namun mengalam! beberapa permasalahan. Salah satunya
adalah Jumlah industr! perlkanan leblh dari 17.000 buah, tapl sebaglan
besar tradislonal berskala mikro dan kecll.

Beberapa tujuan dari konsep Mlnapoiltan memllikl tiga sasaran.
Ketiga sasaran utama konsep Mlnapolisan ini, yang pertama adalah
penguamn ekonoml rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan
skala kecil. Kedua. usaha kelautan kelas menengah ke atas. Kemudian
yang ketlga adalah sektor kelutan-perikanan menjad! penggerak ekonoml

nasional.
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DI sampling Itu, beberapa persyaratan untuk menjadi kawasan
Minapolisen yaitu komodises unggulan, le®ak geografis, slstem mata -
produksi (hulu-hilir), fasilims pendukung utama, kelajy/akan
komitmen daerah. Berdasarkan kriteria itulah, suatu kawasan =

dijadikan objek penerapan konsep Mlnapolitan.

Skema Konsep Pengembangan Minapolitan

Arahan Umum Pembangunan Naslonal &Arah
Kebijakan Pembangunan Kewviayahan dan

Pen n
Konsep Minapoitan
Ekonomi Keiautan dan Pemberdayaan Daerah Kuat.Bangsa dan
Perikanan Pro Raltyat Masyarakhst & fimited Negara Kuat
State fntervetion
Rawtapall DSl Pembangunan Sektor
Unggutan dengan Kelautan dan Pertkanan
Kemdi'tas Utama Produk € ;u al: .a!:'v.fr i::
Kelauvan dan Perikanan erbasis Wilaya
Tujcan;
= Menlngkasieen Produbsl. Produktifitasdan is
= Meningkatkan Pendapatan Nelayan. Pembudidaya dan Pengolahan Bcan yang Adii
dan Merawa.

* Mengembangkan Minapoiltan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Daeiah
Sentra-Sentra Produlsi Perikcanan Sebagai Pen@@erak Ekenomi Rakyat
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Sasaran:
e Penguasan Ekenomi Rumah Tangga Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Skala Kecil,
¢ Usaha Kelausan Kelas Menengah ke Atas,
» Sektor Kelautsen-Perikanan Menjadi Penggesak Ekonomi Nasional,

Minapolisan atau kota per/kanan merupakan peluang bagi Indonesia
untuk membangkitkan ekonomi negara melalui pengembangan wilayah
pesisir, Tak hanya perikanan saja, Minapolitan juga mencakup
pengembangan di bidang industrl pengolahan produk laut, pariwisata
kelautan, pendid/kan serta pelayanan jasa dan lain-lain. Jika efisiensi serta
akselerasi diharapkan dalam pelaksanaan konsep Minapolitan, beberapa
hal yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi penangkapan ikan melalui
pengembangan teknologi fjuga pemanfaatan potensi alam melalui Local
Economic Development (LED).

Namun dari segi perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah
bagaimana pengembangan Minapolitan dapat menjad! salah satu upaya
dalam memperbaiki cltra pedesaan daerah laut/pesisir. Banyak kawasan
pesisir yang mengalami pembangunan namun gagal dalam proses
pengembangannya. Konsep Minapolitan memang dirasa cukup ideal untuk
mengangkat kawasan pesisir baik dari segi ekonomi lokal maupun
kesejahteraan masyaraletnya. Teeepi jika dalam pelaksanaanya terjadi
ketidakselmbangan dalam kinerja tiap-tiap stakeholder. maka konsep
Minapolitan tersebut bisa jadi hanya berjalan sendiri, tanpa beriringan
dengan kebutuhan dasar masyarakatyang berada di dalamnya.

Ada tiga hal penti'ng yang perlu dlperhatikan dalam perencanaan

tate ruang kawasan pesisir yang akan dikembangkan sebagal kawasan

*' —
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Minapolitan. Hal pertama adalah faktor ekologis yang dapat diidentifikas
melalui eksisting fisik, kondlsl ekslsting struktur tata ruang dat
lingkungan juga ekos’istem pesisir. Mengingat bahwa konsep Minapolitat
Int haruslah berorientasl pada lingkungan juga agar pengembangar
Mlnapolitan yangada terarah tepatsasaran.

Faksor kedua adalah kondisl sosial, dimana segsla komposls
demografl penduduk. adat-budaya, proses sosial
hingga peran lembaga masyarakat/pemerinsh, perlu diidentifikas
apakah menimbulkan suatu potensi ataupun masalah.
keadaan soslal ini perlu diprioritaskan agar mampu mengetahu
kebutuhan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Sertngkall aspek sosial Inl sangat sensitif dalam metode pendekams
pengembangannya. Terutama yang berkaivan dengan adat-budaya. Karen
begltu beragamnya kultur yang ada di Indonesia jnl, diharapkan pera
lembaga pemerintahan daerah bisa lebih berperan aktif dalam memaham
karakter sosial masyarakat setempat. Tiap-tiap Bappeda sebaikny
konsisten dalam pengkoordinasian pemanfaatan ruang antar
Sementara itu perlu dibentuk dinas teknis yang khusus bertangguné
jawab terhadap pengaturan teknls sektor sersebut.

lalu yang terakhir adalah pertmbangan darl faktor ekonoml. Perlu
dllakukan identifikasl pada proses koleks! distribusi dalam keglatan
ekonom! lokal/regional sumber daya pessirnya, Selain itu domain
persebaran kegiatan ekonoml di suatu kawasan yang Ingin dikembangkan
dengan konsep Minapolitan perlu ditelusuri.

Struktur yang ditawarkan dalam Minapolitan adalah sebagal berikut:
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Sumber : Buletin Tata Ruang, Maret-April 2010

Pari struktur program Minapollsan seperti di atas terlihat adanya
sistem penawan ruang yang terintegras!. Muiai dari kegiatan skala
terkecil, yaitu unit usaha masyarakat iokal. Kemudian diintegrasikan ke
dalam sentra, dimana sentra tersebut terlingkup dalam daerah
Minapolitan. Masyarakat sekitar kawasan pes’sir tentunya telah terlibat
dalam pengelolaan potensi sumberdaya yang ada. Misalnya dalam
budidaya perikanan. Di samping itu, melalui LED yang diteraplen
Minapolitan, akan terjalin kemitraan kerja antara stakeholder-smkeholder
terkait. Balk masyarakat peslsir sebagai pelaku ekonomi, pemerintah
sebagai pemegang kontrol kelembagaan, serte swasta yang menjadi

sumber investasi pembangunan.
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Untuk mampu memfasilitasi keberlangsungan integrasi kegiatan
ekonomi tersebut, pemenuhan sarana dan prasarana sangatlah penting. Di
sisl lain, hal ltu diperlukan untuk menunjang keberlangsungan hidup
masyarakat yang menempatl kawasan objek perencanaan.

Sesual dengan Kepmen 41/2009, telah ditempkan kawasan-kawasan
Minapolitan di [ndonesla, yaltu:

1. Prov.NAD: Kabupaten Aceh Selatan.

2. Prov. Sumatera Utara : Kabupaten Tapanull Utara dan Kabupasen
Serdang Bedagat

Prov. Sumatera Barat: Kabupaten Pesisir Selatan

Prov. Riau : Kabupaten Kuantan Singingl

Prov. Kepulauan Riau : Kabupaten/Kota Bintan

o 2 W

Prov.Jambi : Kabupaten Batangharl
Prov. Bengkulu : Kabupaten Kaur

Prov. Sumatera Selasan : Kabupaten Palembang dan Kabupaten Ogan

=

Komering llir
9. Prov. Bangka Belitung: Kabupaten Bangka Selatan
10. Prov. lampung: Kabupaten lampung Selatan
11. Prov. Banten : Kabupaten Serang
12. Prov. Jawa Barat : Kabupaten Bogor dan Carut
13. Prov. Jawa Tengah : Kabupaten Boyolali dan Banyumas
14. Prov. D | Yogyakarta : Kabupaten Gunung Kidul
15. Prov. Jawa Timur : Kabupaten Trenggalek dan Malang
16. Prov. Kalimantan Barat ; Kabupaten Sambas

17. Prov. Kallmantan Tengah : Kabupaten Puiau Plsang
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18. Prov.Kallmantan Selatan : Kabupaten Banjar

19

20.

21,
22,
2B.

. Prov. Kalimantan timur : Kabupatsen Malinau

Prov. Sulawes| Utara : Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara,
Sangiihe

Prov. Gorontalo : Kabupaten Gorontalo Utara

Prov. Sulawesi Tengah : Kabupaten Tojo Una-Una

Prov. Sulawes| Barat: Kabupaten Mamuju

24. Prov. Sulawesl Selatan : Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Gowa

25.

26,
27.
28.
29,
30.
31.
32.

Prov. Sulawesl Tenggara : Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe
Selatan
Prov. Ball : Kabupaten Kiungkung
Prov. Nusa Tenggara Barat : Kabupaten Bima
Prov. Nusa Tenggara TIimur: Kabupaten Sika
Prov. Maluku : Kabupaten Seram bagian barat
Prov. Maluku Utara : Kabupaten Halmahera Selatan
Prov. Papua : Kabupaten Waropen
Prov. Papua Barat: Kabupaten Raja Ampat
(Sumber : Tablotd Minapolltan, Edis{ Minggu 3 November 2009).

Dari sekian banyak kawasan Minapolitan Inl, seiah dlpilih 28

kabupaten yang dlJadikan pilot project Minapolltan sebagai program lima

tahun ke depan Kementerlan Kelautan dan Perlkanan (KKP). Salah satu

kabupaten yang menjadl percontohan Minapolltan 2012 tersebut adalah

Sambas, Kallmantan Barat. Teriihat darl kabupaten-kabupaten tersebut,

ndonesia memiliki cabang pengembangan Minapolitan yang berada

k.

ha

mplr d| setlap pulau. Jlka memang konsep Minapolltzn Inl berhasil
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diterapkan, btsa dlbayangkan bagatmana cepatnya pertumbuhan wilayah
sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Pemerataan pembangunan di
Indonesia dapat terwujud melalui Gtik-titik pengembangan yang

di setiap pulau.

Minapotitan merupakan peluang bagl Indonesia untuk
membangkitkan ekonomi negara melalul pengembangan wllayah peslsir
Dari segl perencanaan, pertu diperhatilean bagaimana Minapolitan dapat
menjadi salah satu upaya dalam memperbaiki citra pedesaan daerah
laut/pesisir. Banyak kawasan pesisir yang mengalami pembangunan
namun gegal dalam proses pengembangannya. Untuk Itu faktor ekologis,
kondisi sosial serts ekonomi merupaken tiga hal penting yang perlu
diperhatikan pada wilayah perencanaan. Melalui struktur program
Minapolitan, dapat terllhat adanya sistem penamsan ruang
terintegrast. Untuk mampu memfasilitasi keberlangsungan kegiasan
ekonomi skala tokal tersebut. pemenubhan akan sarana dan prasarana
sangat dianggap penting. Sejaubh ini telah dlpilih 28 kabupaten yang
dijadikan pilot project Minapolitan di indonesla,

B.3. Prospek Sumber Daya Pesisir dan Laut Sebagal Sumber Daya

Ekonoml

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas
laut melebihi daratan mempunyai iebih dari 17.500 pulau dengan panjang
pantal 95.181 kilometer. Luas laut mencapal S.8 juta km?, terdiri atas
0.3 juta km? perairan teritorfal, 2,8 juta km? perairan pedalaman dan

kepulauan,serta 2,7 jusa km?,
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Zona £konomi Eksluslf (ZEE). indonesia memlllkl kekayaan sumber
daya kelautan yang beragam serta tldak ternllal harganya, mulaj dari
sumberdaya yang dapat dlperbaharul seperti terumbu karang, dan
rumput laut, sumberdaya yang tak terbaharui sepertl migas. sampal
dengan energl dan jasa-jasa lingkungan, khususnya parlwlisata bahart.
Oleh karena tty, potensl ekonom| untuk sektor kelautan dan per1kanan
mejyupakan suatu prime mover yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi
krisis ekonoml menuju Indonesia yang maju dan makmur. Namun
sayangnya hingga saat Ini, potensi tersebut belum dimaksimalkan
sehingga dia belum menyumbang pendapatan negara secara signifikan
dibandinghan sektor lain. Sebagal contoh, kontribusi sektor kelautan dan
perikanan baru sekltar 10 persen darl total anggaran belanja negara
(Sholichlen, Agustus2008). Sedangkan kontrlbusl sektor perlkanan sendiri
terhadap PDB masih sangat kecil, yaltu sekisar 2,7% (Dewan Kelautan
Indonesla, November 2008), padahal potensl ekonom! kelausan bisa
mencapal US$ 100 miliar per tahun.

DI era globallsasl yang bercirlkan liberalisasi perdagangan dan
persaingan antar bangsa yang makin sengit. segenap sektor ekonoms
harus mampu menghasilkan barang dan jasa (goods and services) berdaya
saing tinggl. Mengingat potensinya sangat besar, sementara
permintaannya terus meningkat selring denganbertambahnya penduduk
dunia ekonoml kelautan diyakinl dapat menjadl keunggulan kompetitlf
dan memecahkan persoalan bangsa. Sebagaj negara bahari dan kepulauan
terbesar di dunia, Indonesia memllikl potensl pembangunan (ekonomi)

kelautan yang besar dan beragam. Sedlkitnya terdapat 10 sektor Yang

————
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dapat dikembangkao untuk memajukan dan memakmurkan indonesla
yaltu:

Perikanan tangkap

Perlkanan budidaya

Industri pengolahan hasll perlkanan

Industrl bloseknologi kelautan

Pertambangan dan enet gl

Parlwisase baharl

Transportas} laut

Industri dan jasa marltim

DN OV P W e

Pulau-pulaukecil

10. Sumberdaya non konvenslonal

Potensl| leswiT sumberdaya Iken (SDi) laut Indonesia seklitar 6,4 ju
ton per mahun atau 7,5 persen dar{ tosal potensl lestarllkan laut dunia. Saa
inl, tingkat pemanfaatannya baru 4,4 juta ton. Masth ada peluan
mengembangkan usaha perlkanan tangkap di daerah-daerah sepertl
pantal barat Sumatra, pantal selatan [awa, Ball, NTB, dan NTT sampal ke
ZEE Indonesla dl Samudra Hindia; Teluk Tominl; laut Sulawesl; l.aut
Banda: dan ZEE Indonesia df Samudra Pasiflk Potensl produksl SDi usaha
perikanan budidaya jauh leblh besar ketimbang perikanan taogkap.
sekitar 58 juta ton per tahun, dan baru diproduksl sebesar 1,6 juta ton (0,3
persen). Saat Ini Indonesla merupakan produsen tkan terbesar keenam dl
dunia dengan volume produksl enam jusa ton (FAO,2003). Bila [ndonesla
mampu meningkatkan produksi perlkanannya, terutama yang berasal dari

usaha perlkanan budidaya. menjadl SC jutz ton per tahun (75 persen dari
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tosa] potensi)) maka Indonesia bakal menjadi produsen perikanan

terbesar di dunia. Hingga kini RRC merupakan produsen ikan nomor satu
dengan total produksi 41 juta ton per tahun, Padahal luas lautdan panjang
garis pantainya hanya setengah dari yang kita miiiki. Sekadar contoh,
usaha budidaya tambak udang. Indonesia memiliki lahan potensial untuk
tambak udang sekisar 1,2 jusa hekwr, dan baru diusahakan 350 ribu
hekeare dengan produktivitas rase-rata 0,6 ton per hektar per tahun. J1ka
kisa dapat mengembangkan usaha tambak udang seluas 500 rlbu hektar
dengan produktlvitas rata-rata dua ton per hektare per tahun, akan
menghasilkan satu juta ton udang dan devisa 6 miliar dolar AS per tahun
setara dengan tom] devisa dari seluruh ekspor tekstil kiwa. Tenaga kerja
yang terserap sekiwar tiga Juta orang. Salah satu hasll pesisir yang telah
terbukti memberikan kontri{busl signifikan secara naslonal adalah industr}
rumput laut Indonesia memasok 50% rumput iaut gelondongan dunia.
Potens! ekonomi pesisir sepert rumput faut telah menempatkan
Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar didunia.

Hal ini tentu memberlkan pemasukan bagl negara, pekerja yang
diflpatkan, dan kontribust kepada penduduk indonesia yang mayoritas
tinggal di pesisir. Berbekal preswasi di atas dan peluang untuk

mengoptimalkan sumber daya yang ada, 1umput laut vital untuk

L diperhatikan oleh pemerin®h, baik ditingkat pusat maupun daerah. Demi
meningkatkan potensi tersebut, pemerintah perlu merancang desaln
kluster ekonom! pesisir, sehingga dapat meningkatkan daya saing

nasjonal. Ke depan, industri turunan rumput laut perlu dibangun untuk
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menciptakan nilal tambah secara nasional. Industri rumput laut Indonesia
tentunya akan sullt untuk disalng| oleh negara-negara lain.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2008, ekspor
rumput Jaut dalam bentuk otahan hanya mencapai 15%. Slsanya dafam
bentuk gelondongan. Karena itu, desaln kluster yang dapat mendukung
Industri rumput laut diharapkan dapat mendorong terclptanya industri
yang memberijkan nllaj tambah bagi rumput laut Rumput laut merupakean
salah satu komodises perlkanan budidaya yang mempunyai nllak
ekonomis penting dengan peluang pasar yang luas balk lokal maupun
orlentasi eksport. Ketersedian teknologi yang sederhana, serta cash flow
yang terhitung cepat dengan margin keuntungan yang besar dan tingkat
penyerapan tenaga kerja yang besar, menjadlkan keglatan usaha rumput
iaut sebagal kegiatan usaha perfkanan yang mampu menyentuh aspek
pemberdayaan masyaiakat pesisir.

Beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan
aquabisnis rumput laut di Jepara antara lain disebabkan : Keterbasasan
permodalan d{ tinglst pelaku utama, kelembagaan di tingkat
pembudldaya/pelaku umama belum terbentuk secara kuat dan mandirj
dan mindset pola pengembangan yang belum terbangun dengan baik serta
belum terwujudnya persamaan persepsl, komitmen serta Kkeriasama
sinergi diantara seluruh ssakeholder dalam memaksimalkan pemanfaatan
potensi lokal {internal resources) dan peluang-peluang ekternal {externat
chances) yang ada, sehingga menyebabkan mata ransal proses produksl
berhenti pada tahapan tertentu. Melihat besarnya potensl dan peiuang

serw permasalahan yang ada, males perlu dilakukan langkah strasegis
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salah satunya dengan melalukan pengembangan ekonomi lokal melalul
pendekatan klaster aquabisnls rumput laut. Pendekawan Inl dimaksudkan
untuk mendukung dan menjadikan komoditas rumput laut menjadi
produk unggulan sektor perlkanan melalui pengembangan mata ransai
kegiatan usaha dari hulu ke hillr {(supply chain) yang efislen dan efektlf
agar hasil produlsi mempunyat posisl tawar (bargaining pasition) yang
tinggl. Pengembangan klaster rumput laut pada hakekatnya lebih
mengedepankan kemitraan yang dlbangun melalu! komunikasl dan
implementas| nyata diawara stakeholder secara slnergls dan saling
menguntungkan dengan demlklan pengembangan ekonomi local melalu!
aquablsnis klaster rumput taut harus menjadl bagian integral darl upaya
pemerintah daerah melalul pemberdayaan masyarakat pesisir,
peningkatan daya saing kolektlf, penclpwan peluang-peluang baru serwa
pertumbuhan ekonomi berkesinambungan melalul peningkawman produk
sektor perlkanan dalam hal Inl komoditas rumput laut.

Model klaster yang dlbangun merupakan kumpulan unit usaha yang
secara kolektif dapat memperbalki kiner)a dari Idaster. Xomponen unit
usaha tersebut dlantarzanya:

Pertama, unit usaha pendukung proses produksl mellputi unit
usaha pemblblwan dan unit usaha penyedia saprokan.

Kedua, unit usaha produkst, mellputi unit usaha budidaya dan
UMKM pengolah.

Ketiga, unit usaha perdagangan dan distribusl mellputl pedagang

pengepul, eksportir maupun pedagang besar.

1T
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Keempat adalah unit usaha Jasa pelayanan mellputi perbankkan da

umt pelayanan pubilk datam hal Int instansi pemerintah seperti Dina

Kelautan dan Perilanan, Dinas Koperas: Disperindag dan Dina

Kesehatan, Bappedadan lembaga penelitian.

Pada pengembangan klaster aquabisnis rumput laut seluru

komponen unit usaha tersebut harus merupakan suatu Jaringan

yang terintegrasi secara sinergi. Dari beberapa aspek di atas yang

menjadl point penting dalam rangka membangun sistem kiuste

aquablsnls rumput laut adalah:

o

Perlu adanya kesamaan persepsi, kemitmen, tanggung Jawab da
kerjasama sinergl ran dar! seluruh stekeholder mulal dari pelaku
umma, UMKM pengolah, pelalu usaha, pemerintah,
perbankkan serta lembaga/Institusi dalam mendukung terbentuknya
modelaquab’isnis kiaster rumput laut.

Peran pendampingan secara berkelanjutan yang menjadl sanggun
jawab bersama semua elemen yang terlibat secara langsung dengan
titlk berat pada penguatan kelembagaan dan kemandirlan
membangun kultur posltif pelaku utamarumput laut

Optimisme uatuk membangun ekonomilokal serta menjadikan pesisie
sebagai sentral produksl rumput laut serta serwujudnya pola
pengembangan kawasan rumput {aut yang terintegrasl dar! hulu ke

hillir akan sangat mungkin untuk diwujudkan. 4

Sehinggatiga pllar pembangunan perlkanan yang mellputi Pro-growth.

Pro-poor dan Pro-fob akan terwujud melalul peran pemberdayaan

mayarakat peslsir. Sudah saatnya sektor Perikanan menjadi pflar utam
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dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya optimalisasi
ekonomi pesisir tidak dapat dilakukan sendirfan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Piperlukan political dan good will untuk
mensinergiskan strategi dan kebijJakan nasional demi mendukung
industriallsasl daerah pesisir di Indonesia. Kementerian Keuangan,
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu duduk bersama
untuk memfokuskan strateg{ pengembangan ekonomi daerab. Selain
peran dari beberapa kementerian di atas,ekonomi peslsir ini sangat erat
hubungannya dengan kualitas pengamanan aparatur pemerintahan.
Rumput laut dengan segenap produk hilirnya bahkan dapat menghasilkan
devisa 8 miliar dolar AS per tahun. Lainnya adalah mutiara, kerapu, leakap,
baronang, bandeng, nila, lobster kepiting. rajungan. teripang, abalone, dan
lkan hlas, Lebih dariitu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayatf laut
tertinggi didunia. Karena itu, potensi ekonomi industri bioteknolog!
kelautan sangat besar berupa industri farmasi (Gmaga-3, squalence, viagra
don sun-chiorela); industrl kosmetika; bloenergi; dan Industri lalnnya.
Secara potensial, nilai ekonomi total dart produk perikanan dan
bioteknologl kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 82 miliar dolar AS
per sahun. Untuk pariwisata bahari, Negara Baglan Queensland, Australia,
dengan panjang garis pantal 2.100 kilometer, mampu menghasitkan
' devisa Z miliar dolar AS pada2002. Maka sebenarnya potensl ekonomi
pariwisata bahari Indonesia sangatlah besar. Hamplr 70 persen produksi
minyak dan gas buml kita berasal darl kawasan pesisir dan laut. Potensi
ekonomi perhubungan {aut. juga diperkirakan sekitar 14 miliar doiar AS

per tahun. Disektor jasa penyediaan tenaga kerja pelau%. potensinyapun
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luar blasa besarnya. Kebutuhan pelaut dunia pada 2000 sebanyak 1,31
juta orang dengan gajl mencapaj 18 milliar dolar AS per tahun. Indonest
baru memasok 34 ribu orang (3 persen). Sedangkan Fillpina 191 ribi
pelaut (25 persen) dan RRC 104 ribu pelaut (10 persenj. Beium la
potensl ekonoml darl sektor industrl dan jasa maritim. Ekonomi kelauta
makin strategy's seiring pergesaran pusat kegiatan ekonoml dunla da
Poros Atlantik ke Poros Pasifiik. Hampir 70 persen darl total perdaganga
dunla berlangsung dikawasan Asta-Pasifik, dan 75 persen dari barang:
barang yang diperdagangkannya ditransportasikan meialui laut Indonesi
(Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut lainnya)
Seharusnya Indonesia mendapat keuntungan paling besar dari posis
kelautan gfobal tersebut. “Geographical positionis the destiny for a nation
state”, begitu kata Captain AT Mahanof The US Navy. Pembanguna
kelautan hendaknya dlarahkan untuk meralh empat tujuan
selmbang, yakni: (1) pertumbuhan ekonomitinggl secara berkelanjutan
(2) peningkatan kesefahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya pa
nelayan, pembudidaya lkan, dan masyarakat kelautan lainnya yang
berskala kecll; (3) terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdayi
kelautan:dan {(4) menjadlkan laut sebagal pemersatu
tegaknyakedauiatan bangsa. Untuk merealisasikannya,
dllaksanakan empat agenda pembangunan kelautan secara terpadu.
penegakkan kedaulatan di laut, menyusun dan mengimplementaslkan
kelola yang baik. Seklranya kita mampu meningkatkan
pembangunan ekonoml kelautan secara profeslonal, bldang kelautan

hanya mampu mengeluarkan kita dari persoalan kemiskinan dan
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e
pengangguran. tapi juga dapat menghantarkan Indonesta menjad! bangsa

yang maju, adil-makmur, dan bermartabat. Untuk mewujudkan ini, maka
kebijalean polittk ekonoml {seperti fiskal moneter, hukum, keamanan,
otda, Infrastruktur, dan ketenagakerjaan) harus kondusif bagi tumbuh
kembangnya ekonomi kelautan. Dalam konteks Inilah, seharusnya
gerakan nasional Revltalisasl Persanian, Perikanan, dan Kehutanan yang
kentaldengan orienvasi daratan disinergikan dengan reviwlisasi
pembangunan kelautan. Infratsructure Summit mestinya disinergikan
dengan Agricultural Summit dan Maritime Summit, sehingga kisa mampu
mendayagunakan seluruh potensl SDA dan SDM. Peran laut yang begitu
besar dalam pembangunan ekonomi tersebut kini dihadapkan pada
tansangan Isu-isu global, seperti keamanan, pencemaran. dan perubahan
fklim. Transportasl laut, misalnya, selain menyebabkan pencemaran laut,
ternyata juga berkontribusi terhadap pencemaran udara. IMO
memperkirakan bahwa konsumsi BBM industri transportasllautsaja pada
tahun2007 sudah mencapai 369 jutaton. Konsumsi int menghasiltkanemlsi
CO darl kapal-lkapal sebesar 1.120 juta ton dan diprediksimeningkat
menjadi 1.475 juta ton pada tahun 2020 dif manakonsumsi BBM akan
menlngkat 30 persen.

Dengan demikian, sejatlnya bukan saja peran laut sebagai carbon
sink yang semestinya menjadl pertimbangan, tesapl juga bagalmana
industri ini dtkembangkan secara ramah lingkungan. Untuk mengatasi hal
tersebut, maka Indonesia seharusnya segera merancang Gcean Resource
Mana gement Plan {Ormap). Ormap Ini penting untuk memevakan seluruh

potensi ekonoml sumber daya laut Indonesia menyangkut resource
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assessment, resouree estimation, don resource evaluation, Selaln itu, Ormaf
juga mencakup resource finventory terhadap sumber daya laut, sepert
energi, pangan, jasa lingkungan, transportasi, parlwisata, dan jas;
pendukung lainnya. Sampal saat inl, kita belum memiliki Ormap yant
komprehensif tersebut. Ormap diperiukan bukan saja untuk menunjukkan
di mana posisi kita saat ini dalam memanfaatkan sumber daya kelauta

tetapi juga akan memberikan jalan ke mana pembangunan tersebu

dlarahkan.
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KEBUJAKAN PEMBERDAYAAN NELATAN
DALAM PERSPEKT? OTONOMIDAERAR

9.1. Tantangan Dalam Era Otononu Daerah

Di era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, sebagian
besar kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah.
Pellmpahan kewenangan yang besar In! disertal dengan tanggung Jawab
yang besar pula, Dalam penjelasan UU No.32/2004 Inl dinyatakan bahwa
tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa kewajiban daerah untuk
meningkatken pelayanan dan kesefahteraan masyarakat. pengembangan
kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Berangkat dari
pemahaman demikian, maka untuk menghadapi berbagai persoalan
seperti kemskinan, pemerintah daerah tidak bisa lagi menggantungkan
penanggulangannya kepada pemerintah pusat sebagaimana yang selama
Ini berlangsung. DI dalam kewenangan otonoml yang dipunyal daerah,
melekat pula tanggung jawab untuk secara aktif dan secara langsung
mengupayakan pengentasan kemlskinan di daerah bersangkusen. Dengan
kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk memillki fnisiatif kebijakan

operasional yang bersifat pro masyarakat miskin.
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Pelaksanaan otenomi daerah sebagal perwujudan dari
desentrallsasl pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah daerah
lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam
pemerinhan, melaksanakan pembangunan, serta
pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesual
karakter'istik yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah merupakan suatu
upaya, kesempatan, dan dukungan bagi daerah untuk dapat tumbuh dan
berkembang secara mandiri. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dljelas)canj
bahwa pelaksanaan etonomi daerah diwujudkan dalam pemberlarJ
wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah
daerah secara proporslonal melalui pengaturan, pembaglan, pemanfaasa
sumber daya nasional yang berkeadllan serbe perimbangan keuanga
pusat dan daerah, serta dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi da
keanekaragaman daerah.

Otonomi menjadi keleluasaan daerah untuk menyelenggaraka
kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan serva hidup, tumbuh, dan berkembang di daerah. Sedangkan
otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan
pertanggungijawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan
kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus
oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, Yaitu
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,

pengembangan kehidupan demckrasi, keadilan, dan pemerataan,
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pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar
daerah.

Disamping peluang-peluang yang muncul dari pelaksanaan
otonomi daerah, terdapat sejumlah tuntutan dan tantangan yang harus
diantlslpasi agar tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai
dengan balk. Dlantara tantangan yang dihadapi oleh daerah adalah
tuntutan untuk mengurangt ketergantungan anggaran terhadap
pemerintah pusat, pemberian pelayanan publik yang dapat menjangkau
seluruh kelompok masyaralat, pellbatan masyarakat dalam proses
pembangunan dan peningkatan otonomi masyarakat lokal dalam
mengurus dirinya sendlri. Dalam implementasinya, penewapan dan
pelaksanaan peraturan dan Instrumen baru yang dibuat oleh pemerinsah
daerah dapat menimbulkan dampak, baik berupa dampak positif maupun
dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh baik secara
langsung maupun tidak langsung, pada semua segmen dan laplsan
masyarakat terutama pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap
adanya perubahan kebijakan, yaitu masyarakat miskin dan kelompok
usaha kecil. Kemungkinan munculnya dampak negatif perlu mendapat
perhatian leblh besar, karena hal tersebut dapat menghambat tercapalnya
tujuan penerapan otonoml daerah itu sendiri.

Hubungan antara otonomi daerah dengan desentrallsasi,
demokrasi dan mata pemerintahan yang baik memang masth merupakan
diskursus. Banyak pengamat mendukung bahwa dengan dilaksanakannya
otonoml daerah maka akan mampu menciptakan demokrasi atau pun sase

pemerinmhan yang baik di daerah. Proses lebih lfanjut dari aspek Inl
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adalah dilibatkannya semua potensi kemasyarakatan dalam

pemerintahan di daerah. Pelibatan masyarakat akan mengeliminas

beberapa faktor yang tidak diinginkan, yaitu:

1

Pelibatan masyarakat akan memperkecil faktor resistensl masyaraka
terhadap kebijakan daerah yang telah diputuskan. ini dapat terjadi
karena sejak proses intsiasi, adopsi hingga pengambilan keputusan,
masyaralet dilibatkan secara intensif.

Pelibatan masyarakat akan meringankan beban pemerinsah daerah
(dengan artian pertanggungjawaban kepada publik) dalam
mengimplementasikan kebiJakan daerahnya. Ini disebabkan karena
masyarakat merasa sebagal salah satu bagian dalam menentukan
keputusan tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak dengan serta
merwa menyalahkan pemerintah daesab bila suatu saat ada

hal yangdipandangsalah.

Pelibatan masyarakat akan mencegah proses yang tidak fair daiam
implemensesi kebifakan daerah, khususnya berkaitan dengan upaya
menciptakan tam pemerinwhan daerah yang baik.

Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan

otonomi daerah ini sangat boleh Jadi menimbulkan “Cuiturol shock’,

belum menemukan bentuk/format pelaksanaan otonomi seperti yang

diharapkan. Hal ini berlaaitan pula dengan sanggung jawab dan kewajiban

daerah yang dinyatakan dalam penjelasan UU No.32/2004, yaitu untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan

kehidupan demokrast, keadilan, dan pemerataan.
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Berkaitan dengan kewenangan dan tanggung dalam pelaksanaan

otonoml daerah, maka pemerintah daerah berupaya dengan membuat dan
melaksanakan berbagai kebljakan dan regulasi yang berkenaan dengan
hal tersebut. Namun dengan belum adanya bentuk yang jelas dalam
operasionalisasi otonomi tersebut. maka ser'ng terdapat bas dalam hasil
yang di dapat. Pelimpahan kewenangan dalam otonomi cenderung
dianggap sebagal pelimpahan kedaulatan. Pada kondisi Inl, otonoml lebih
dipahami sebagai bentuk redistribusl sumber ekonoml/keuangan dari
pusat ke daerah. Hal ini terutama bagi daerah-daerah yang kaya akan
sumber ekonomi. Dengan begltu. konsep otonoml yang seharusnya
bermuara pada pelayanan publik yang leblh balk, justru menjadt tidak
atau belum terplkirkan.

Kemandirlan daerah sering dlukur darl kemampuan daerah dalam
meningkathen pendapatan asll daerah (PAD). PAD juga menjadl cermlnan
kelkutsertaan daerah dalam memblna penyelenggaraan pemerinsehan,
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di daerah. Keleluasaan
memunculkan Inislatif dan kreatlvitas pemerintah daerah dalam mencarl
dan mengoptimalkan sumber penerimaan dari PAD sekarang ini
cenderung dilihat sebagai sumber prestasi bagi pemerintah daerah
bersangkutan dalam pelaksanaan otonomi. Disamping itu, hal inl dapat
menimbulkan pula ego kedaerahan yang hanya berjuang demi
peningkatan PAD sehlngga melupakan kepentingan lain yang lebih
penting yaitu pembangunan daerah yang membawa kesejahteraan bagi!

masyarakatnya. Euphoria reformasl dalam pelaksanaan pemerintahan di
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daerah seperti ini cenderung mengabsikan tujuan otonoml yang

sebenarnya.

9.2. Peran Daerah

Indonesla sebetulnya blsa disebut Benua Marit/m. mengingat lebih|
dari 20 juta kilometer persegl luasnya berupa laut Bahkan sebanyak lebih
kurang 50 juta penduduknya tinggal di kawasan pesisir pantal.I
Pembenahan sumber daya manusla dan teknologl tepat guna dan modern
diperlukan untuk mengelola kawasan marltim Indonesia, karena tanpa
memperhatlkan sumber daya manusia dan teknologi sulit rasanya untuk
mengeksplorasi kawasan marltim secara optimal.

Dalam pemberdayaan nelayan dan pengelolaan kawasan pesisir,
setidaknya ada lima prinslp dasar yang harus dlpakal. Prinsip dasar ini
yaknl pengelolaan pestsir terpadu seperti yang menjadl perencanaan
Kementerlan Keiautan dan Perlkanan. Kelima prinsip tersebut yakni:

Pertoma, keterpaduan Integrasi perencanaan sektor secara
horisontal. Integrasl perencanaan horisontal, memadukan perencanaan
darl berbagai sektor, seperti sektor pertanian dan sektor konservasi yang
berada di hulu, seixsor perikanan, sektor pariwisata, sektor perhubungan
laut, sektor industri marltilm, sektor pertambangan lepas panmal, sektor]
konservasl laut, dan sektor pengembangan kota.

Kedua, integiasl perencanaan secara vertikal, integrasl

perencanaan verktikal meilputl Integrasl kebifakan dan perencanaan mulal
darl tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Propinsi, sampal

Nasional.
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Ketiga, Integrasi ekosistem darat dengan laut, perencanaan
pengelolaan peslsir terpadu diprioritaskan dengan menggunakan
komblnasl pendekatan basss ekologl's misalnya daerah aliran sungal
(DAS), dan wilayah administratif Propinsi. Kabupaten dan Kota, dan
Kecamatan sebagal basis perencanaan. Schingga dampak darl suatu
kegiatan di DAS. seperti keglatan pertanian dan industrl perlu
diperhitungkan dalam pengelolaan pesisir-.

Keempat, integrasl sains dengan manajemen, pengelolaan pesislir
terpadu perlu didasarkan pada input data dan informasi ilmlah yang valid
untuk memberilan berbagal alternatif dan rekomendasl bagl pengambit
keputusan dengan mempertimbangkan kondisl, lerakteristik sosial-
ekonoml budaya, kelembagaan dan biogeofisik lingkungan setempat.

Keiima, Integras! an¥sr negara, pengelolaan wilayah peslsir yang
berbatasan dengan negara te¥sngga perlu mengintegrasikan kebifakan
dan perencanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir masing-masing
negara. Integrasl kebljakan ataupun perencanaan antar negara antara lain
mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan sumberdaya pesisir
yang bersifat lintas negara, sepertl di antar Pulau Batam dengan
Singapura.

Sefalan dengan otonoml daerah, maka kewenangan pengelolaan
wilayah pes’isir telah diserahkan pada daerah sebagatmana diamanatkan
dalam Pasal 10 UUPD, yaitu yang berkaisen dengan eksplorasl, eksploitasl,
konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, tata ruang dan adminlstrasl
serta penegakan hukum di laut. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatilean

adalah kesiapan daerah dan kemampuan kelembagaannya untuk
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mengembangkan tanggung Jawab dan kewenangan yang dlberlkan daian
mengelola sumber daya peslsir di daerah,

Tujuan usama darl pengeloiaan pesisir terpadu adalah untuk dapat
dimanfaatkannya sumberdaya pesisir dalam rangka meningkatkan sara
hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan naslonal, dengan tida
mengorbanlean kelestarlan sumberdaya pesisir di dalam memenub
kebutuhan baik untuk generasi sekarang maupun bagl generasi yang aka
datang. Untuk itx, laju pemanfaatan sumber daya pesisir harus dilakuka
kurang atau sama dengan laju regenerasi sumberdaya hayati atau |aj
inovasl untuk menemukan substitusi non-hayatl Dalam ha
ketldakmampuan manusla mengantisipasi dampak ilngkungen di
aklbat berbagal aktivitas. maka setlap pemanfaatan harus dilakuka
dengan hati-hati.

Pada bagian lain, kepastian hukum merupakan prinsip usam
dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersth dan
Dalam konteks ini, kepastlan hukum sangat penting untuk menentuka
slapa yang mempunyal akses, hak memlllki, dan memanfaatkan sumbel!.
daya peslsir. _

Pemillkan dan penguasaan sumberdaya tersebut dillndungi
negara dan diakui oleh s#okeholder lainnya. Sehingga setilap orang asalt
kelompok dapat mengelola peslsir secara terencana dan memilikl rasa
kepemilil<an yang menjadl nilal dasar pelestarian tersebut. l{epastian

hukum dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan pada masyarakat

dalam meiaksanakan keglasan pemanfaatan sumberdaya pesisir
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i
Intervensi oleh pthak penguasa atau pengguna sumber daya dari daerah

lain.

Bagi dunla usaha, kepastian hukum memberli®an jaminan
keamanan Investasinya dalam jangka panjang sersa mengurangi resiko
berusaha. Sedangkan bagl pemerintah daerah, kepastlan hukum dapat
menjamin konsistens| dan kebljakan pelaksanaan otonoml daerah secara
penuh dan bertanggung jawab.

Bukan rahasia lagr kalau perikanan indonesla memlilkl masalah
ketimpangan struktural yaitu sudah lama dldomlnasl armada skala kecll.
Magnitudnya bergeser secara perlahan, namun trendnya tetap sama yaitu
skala kecil tesap mayoriwms. Secara llustrasl pada tahun 1994, nelayan
skala kecil mendominasi 84 persen dan setelah berselang selama 5 (lima)
tahun dengan berbagai program dan proyek. sedikit menurun menjadi 82
persen. Dengan kata lain perubahan struktural tldak terjad! selama lima
tahun terakhir.

Aklbat dominasi perlkanan skala kecil ini, maka produktivitas
perikanan menjadi rendah, yang akhirnya membuat rendahnya
pendapa®an rata-rata nelayan dan petani lkan. Karena pendapasen yang
rendah dan hal tersebut berlangsung dari sahun ke sahun, maka sebagian
besar nelayan dan petanl Ikan terperangkap dalam kemlskinan struktural.
Selaln itu, secara struktural pula sebagian kecil nelayan skala besar dari
tahun ke tahun meralh pendapatan yang tinggi sebagai refleksi dari
keunggulan mereka daiam hal teknologl, modal, pasar dan manajemen

usaha.
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Untuk itulah diperiukan sebuah langkah dan formula yang tepa
dalam upaya meningkatkan derajat dan taraf kehldupan nelayan
Budldaya perikanan, misalnya diyakini akan mampu menggenjot
perekonomlan mereka. Sangat tepat kiranya jllea perlkanan budidaya
dlkembangkan, karena produksi Ikan dart perikanan tangkap tidak dapat
diandalkan. Mengapa demlklan, dari data yang ada menunjukkan bahwa
tingkat eksploltasl perikanan tangkap telah mencapal 100 persen dari |TB
(Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehken).

Indonesia dengan ikllm tropiknya memlllki potensl sumberdaya
perikanan budidaya yang cukup besar, balk untuk pengembangan usaha
perlkanan air tawar, payau maupun laut Potensi pengembangan usaha
budidaya di perairan umum (di sungal, waduk, empang. danau dan rawa)
sebesar 550.000 Ha, pembudidayaan di kolam sebesar 375.000 Ha, dan
pembudidayaan di sawah {minapadl) sebesar 240.000 Ha. Sampai dengan
akhir tahun 1999 juas usaha pembudidayaan lkan tercatat mencapal
$94.176 Ha (sebesar 2,3% darl luas potensi pembudldayaan), terdirl darli
usaha budidaya laut sebesar 388 Ha (0,0015%), tambak sebesar 393.196
Ha (1.5%) kolam sebesar 65.889 Ha (0.25%), keramba jaring
sebesar 34 Ha (0,0001%), sawah sebesar 135.057 Ha (0,52%).

Pemanfaasan potensl sumberdaya perikanan budidaya yang
mencapal 2,3 persen menunjukkan bahwa usaha pertkanan budidaya
masih sangat potensial untuk dapat ditingkatkan, khususnya bagl usah
budidaya laut dan pembudidayaan lkan di danau. Sedangkan
pengembangan usaha budidaya tambak harus dilakukan dengan
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pendekatan kehati-hatian dan secara ketat memperhatikan kelesmarian
ekosistem jalur hijau hutan mangrove.

9.3. Langkah Pemberdayaan Nelayan

Kita tahu, bahwa wllayah pessir adalah wilayah yang merupakan
mosaik darl ekosistem yang kaya dan sangat beragam serta merupakan

sumberdaya yang sangat strategis bagi keberadaan ekonomi, sosial dan
pembangunan suatu negara. Wilayah pesisir yang kaya dan sangat

beragam sumberdayanya sangat dlpengaruhi oleh kegvatan manusia yang
sangat kompleks.

Di sektor ekonomi terjadi persaingan dalam pemanfaatan ruang
dan sumberdaya di wilayah pesisir sehingga seringleali mengakibatkan
pola pemanfaatan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.
Sumberdaya pesisir berkarakter peltk dan sangat penting bagl ekosistem
global kis. Pendekatan perencanaan pembangunan wllayah peslsir yang
slfatnya sektoral telah terbuktl tidak dapat memecahkan masalah
pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir. Begitu pula pembangunan

dan perencanaan tata ruang dengan pendekawan sektoral tidak dapat

mencapal pemanfaatan yang bljaksana dan berkelanjutan. Karena Itulah
Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir

tradislonal bagl wilayah peslsir.

il

Terpadu mencerminkan
alternatif pendekatan yang berbeda dengan perencanaan dan pengelolaan

Dalam konteks Otonomi Daerah, kewenangan yang diberlkan

untuk kabupaten dan kota dalam mengatur dan mengurus sendiri potensi
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kefautannya, sudah menjadl modal dasar bagl peningkatan kemampuan

daerah dalam berotonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Karena itu, kebutuhan akan adanya institusf dan iembaga yang mampu

mengarahkan. menjembatanl dan menfasilitasi pemberdayaan potensl|

kelautan dan perikanan, menjadi faktor penting yang paling mutlak dalam

mencapal hasil yang maksimal. Pembentukan Institusi dan kelembagaan

di bidang kelautan dan perikanan secara terltorlal hendaknya dengan

memperhatlkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Adanya kewenangan yang jelas memungkinkan Daerah Kabupaten
dan Kcta dalam mengatur dan mengurus sendir! pctens| kelautan
secara leblh berdayaguna dan berhasil guna sesual dengan kebutuhan
daerah dan aspirast masyarakat.

Wilayah kecamatan sebagal perangkat Daerah Kota kian memperkuat
Pemerintah Kota mengambll keblfakan dalam rangka pemberdayaan
sumberdaya kelautan dalam wllayah Kota sesual dengan potensi yang
tersedia.

Kelurahan sebagal wllayah pemerintahan terkecll yang merupakan
perangkat dari Pemerintah Daerab Kota merupakan modal dasar
dalam pengambilan kebijaksanaan dalam pengembangan da
pengelolaan potensi kelautan kelurahan sepan’jang kawasan pesisir
Kota atau Kabupaten, dan dengan mengembangkan kerja sama antara

keluruhan.

Selama Ini, pemanfzatan dan pengelolaan kelautan dan perikanan

dihadapkan pada beberapa kendala. Setidaknya, ada delapan persoalan
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pokok yang menjadi permasalahan nyata secara berkelanjutan di masing-

masing daerah. Kedelapan persoalan itu, yaitu:

L

Over flshing, terutama di perairan pantai (4 mil) dan sebagian
perairan lepas pantai.

Pemanfaatan yang tidak optimal diperairan lepas pantai dan laut
dalam.

Teknologi, umumnya alat tangkap yang digunakan masth tradlslonal
dan varias! alat tangkap kecll.

Sumberdaya manusia, lemahnya kemampuan sumberdaya manusia
dan masih rendahnya keinginan menyeluruh dar! plhak blrokrat
untuk pengembangan perikanan.

Kerusaken hablitatdan degradasl lingkungan.

Lemahnya peraturan dan penegakan hukum,

Kelembagaan perikanan yang belum atau tldak profesional. Belum

adanya tata ruang peslsir.

Untuk {tulah, masing-masing daerah diharapkan memiliki rencana

induk kelautan dan perilsanan, guna menyusun rencana penggunaan

ruang kawasan pesisir dan lautan yang dapat dilmplementastkan dan

mengakomodaslkan seluruh potenst andalan, sehlngga tidak terjad! lagi

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan rencana, daya

dukung lingkungan dan potensi yang ada.

Upaya ini sekaligus harus diikut! dengan langkah menunjang

keseimbangan produksl! perikanan antar wilayah sekitar kawasan pesisir

di kabupaten dan kota dan antar daerah yang dapat saling terkalt guna

menumbuhkan pasar yang kompetitif serta mewujudkan pemerataan
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pembangunan di daerah. sekaligus mengembangkan komoditas perilenat

dalam skalabesar guna mendorong peningkatan sektor agroblsnis.
Tujuannya, selain sebagal pendawan kelembagaan kelautan dat

pertkanan yang sudah ada, luga untuk identitikasi dan kajian kegiatas

yang dapat digabungkan menjadi satu kegiatan usaha kelautan da

perikanan.
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10.1. Pengembangan Wilayah Peslsir Terpadu dan Berkelanjutan Yang
Berbasis Masyarakat

Sumber daya pesisir dan lautan merupakan potensl penting datam
pembangunan masa depan, menglngat luas wilayah laut Indonesla adalah
62% darl luas wilayah nastonal. Luas willayah peslsir Indonesja dua per
tiga darl luas daratan dan garis pantalnya 95.161 kllometer atau
terpanjang kedua di dunla. Dengan berbagal kekayaaan keanekaragaman
hayatt dan lingkungan. sumber daya pesisir dan lausen mempunyai nilai
ekonomls dan ekologls yang tinggl. Guna menjamin keberlanjutan dari
sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana
dan terpadu serta memberlkan manfaat yang serbesar-besarnya kepada
semua stakeholders terutama masyarakat pesisly, dan menimbuikan
dampak serta konfllk yang Indonesia merupakan Negara Kepulauan
dengan jumlah pulau yang mencapal 17.508 dan panjang garls panmi
kurang leblh 81.000 Km (DKP, 2008). Keadaan ini menyebabkan kawasan
pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia.
Secara umum, wilayah pesisir dapat didefenisikan sebagal wilayah

pertemuan ansara ekoslstem darat, ekosistem laut dan ekoslstem udara
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yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan (Beat.y et a
2002).

Menurut Kay dan Alder pesisir adalah wilayah yang unik, lareng
dalam konteks bentang alam. wilayah pesisir merupakan
bertemunya daratan dan lautan. Lebih Jauh lagl, wilayah peslsh
merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandan
perencanaan dan pengelolaan. Pengelolaan wilayah pesisir terpad
mendefenlslkan wilayah pesisir sebagal kawasan peralthan yan
menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak anta
batas sempadan ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah
sejauh pengaruh aktu'visas dari daratan. Wilayah pesisir memiliki nila
ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yan
unik dan bernilai ekonoml tadi mals wilayah pesisir dihadapkan pad
ancaman yang tinggi pula. maka hendaknya witayah peslsir
secara khusus agar wilayah Ini dapat dikelota secara berkelanjutan.

Translsl anmara daratan dan lautan di wilayah pesisir tela
membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif
memberikan nllai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia.
dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan
sosial-ekonomi “Nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi
tekanan terhadap pesisir Inl adalah masalah pengelolaan yang
karena konflik pemanfaatan yang timbu! akibat berbagal
yang ada di wllayah pesisir {Nurmalasari, 2001).

Sebagal wilayah peralihan darat dan laut yang memililu’ keunikan

ekos’istem, dunla memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya Ci
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bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan
(sustainable development). Secara historis, kota-kota penting dunia
bertempat tidak Jauh darl laut. Alasannya, kawasan int memiltki potensi
sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya
perdagangan antar daerah, pulau dan benua. Selain itu, wilayah peslsir
juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut
ke darat, yaftu dengan keberadaan husen mangrove {Muttagiena dkk,
2009).

10.2.Pengertian dan karakterissk Wilayah Peslsir
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan

Indonesia, wilayah peralran Indonesia mencakup :

a. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur
darl garis pangkal kepulauan Indonesia,

b. Perairan kepulauan. adalah semua peralran yang terletak pada sisl
dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan
kedalaman dan farak dart paneal,

c. Perairan pedalaman adalab semua peraiaran yang teriewk pada sis!
darat dari garis air rendah dari pantal-pantai Indonesia. termasuk
didalamnya semua bagian dari perairan yang terlemk pada slsi darat
pada suatu garls penutup.

Menurut Dayan, perairan pedalaman adalah peralran yang terletak

di mulut sungal, teluk yang lebar mulutnya tidak leblh dari 24 mil laut dan

di pelabuhan. Karakteristik umum darr wilayah laut dan pesisir dapat

disampalkan sebagai berikut :

*
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Laut merupakan sumber dari “common property resaurces” {sumbe
daya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungs
public/kepentingzn umum.

taut merupakan “open access regime”, memungkinkan siapa pu
untuk memanfaatkan ruang untuk berbagal kepentingan.

Laut persifat “fluida”, dimana sumber daya (biota laut) dan
hydrooceanography tidak dapatdisekat/dikapling.

Pesislr merupaken kawasan yang strategls karena memillki trogra
yang relatif mudah dikembangkan dan memiiiki akses yang

balk (dengan memanfaatkan lautsebagal “Prasarana” pergeraken.
Pesisir merupakan kawasan yang akan sumber daya alam, batk
terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang

untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Wilayah laut dan pesisir beserta sumberdaya alamnya

makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena

diandalkan sebagai salah satu pilar ekonom! nasional. Disamping itu

fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai

kesempatan, Juga mengindikasikan hat yang serupa. Fakta-fakea tersebut

antara lain adalah:

1

Secara sosial, wilayah pesisir dihunl| tidak kurang dari 110 juta jiwa
atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal

radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah Ini
merupakan cikal bakal perkembangan urbanisas! Indonesia pada

masa yang akan dasang.
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2.

Secara administratlf kurang teblh 42 Daerah Kota dan 181 Daerah
Kabupaten berada d| pesisir, dimana dengan adanya otonoml daerah
masing-masing daerah otonomi tersebut memillikl kewenangan yang
lebih fuas dalam pengolahan dan pemanfaatan wilayah pesilsir.

Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan soslal-ekonomi yang
tersebar mulal darl Sabang hingga Jayapura, dimana di dalamnya
terkandung berbagal asset sosial (social overhead capitat) dan
ekonoml yang memillkl nllai ekonomi dan flnancial yang sangat besar.
Secara ekonoml. hasil sumberdaya pesisir telah memberlkan
kontribusi terhadap pembentuka PDB nasional sebesar 24% pada
tahun 1989. Selaln Itu, pada wilayah Inl juga terdapat berbagal
sumber daya masa depan (future resources} dengan memperhatikan
berbagal potensinya yang pada saat inl belum dikembangkan secara
optimal, antara lain potensi perlkanan yang saat Ini baru sekitar
58.5% dari potensl lestarinya yang termanfaatisan.

Wilayah pesisir dl Indonesia memlllk! peluang untuk menjadl
produsen (exporter) sekaligus sebagi simpul transportasl laut di
Wllayah Asia Paslfik Hal inl menggambarkan peluang untuk
meningkatkan pemasaran produk-produk sektor Industrl Indonesia
yang tumbuh cepat {4% - 9%).

Selanjutnya, wilayah pesisir Juga kaya akan beberapa sumber daya
pesisir dan lauatan yang potenslal dikembanghan leblh lanjut meliputi
(a) pettambangan dengan diketahuinya 60% cekungan minyak, (b)
perlkanan dengan potensl 6,7 juta ton/tahun yang tersebar pada 9

dart 17 ditlkk penangkapan !kan di dunla, (¢) pariwlsata baharl yang
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diakul dunladengan keberadaan 21 spot potensial. dan (d
keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (naturaf
sebagai daya tarik bagl pengembangan kegiatan "ecotaurism”.

7. Secara biofisik. wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat
biodiversity laut tropis dunla kerena hamper 30% hutan bakau dan
terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.

8. Secara politlk dan hankam, wilayah pesisir merupakan kawasan
perbatasan antar Negara maupun antar daerah yang sensitive dan
memilikl impilkasl terhadap perwhanan dan keamanan Negara
Kesatuan Republik tndonesia (NKRI).

10.3. Pengertlan Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu dan
Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat
1. Pengelolaan Peslsir Terpadu
Menurut Sain dan Krecth Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T)
adaiah proses yang dinamls yang berjalan secara terus menerus, dalam
membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan
perlindungan wilayah dan sumberdaya peslsir dan lautan. Bagian penting
dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan
untuk mencapal harmonlsas! dalam cara yang dapat diterima secara

politis,

2. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan
Suatu keglatan dlkatakan keberianjutan, apablla kegiatan

pembangunan secara ekonomls, ekologis dan sosial politik berslfat
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berkelanjusan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu
kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi,
pemeliharaan capiwal (capital maintenance), #an penggunaan sumberdaya
serwa investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung
arti, bahwa keglatan dimaksud harus dapat mempeitahankan Integritas
ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasf sumber
daya alam termasuk keanekaragaman hayati (bio diversity), sehingga
diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat betrkelanjutan. Sementara itu,
berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan
pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil
pembangunan, mobilims sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat,
pemberdayaan masyarakat (dekratisasf), identltas sosial, dan

pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004 ).

3. Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu
system pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat
lokal disempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan
sumber daya alam yang terkandung dldalamnya (Nurmalasari, 2001). Di
Indonesia pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebenarnya telah
ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkendung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagl
kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar

pelaksanaan penguasaan Negara aws sumber daya alam khususnya

[
-
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sumber daya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak. dan juga
mampu mewujudkan keadllan dan pemerataan sekaligus memperbal

kehidupan masyarakat pesislr serta memajukan desa-desa pantai.

4. Kewenangan Daerah di Bldang Keiautan

Luas witayah pesistr Indonesia dua per tiga dari luas daratan da
garis pantainya 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunl
(Mutmaglena dkk, 2009). Pada masa Orde Baru, pengaturan wilayah
dan laut lebik banyak diiakukan oleh Pemerintah Pusat Hal inl dapa
dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 1992 tentang Penataan
Pasal 9 ayat 2 dimana dinyawkan bahwa wilayah lausan wilayah
diatursecara terpusat menurut undang-undang. Namun dimasa reformasl
dengan kelahiran Undang-Undang Nemor 22 tahun 1999 tentan
Pemerintah Daerah yang diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004
Kabupaten/Kota memlliki kewenangan mengatur wilayah perairan
ada di wilayahnya sejauh 4 mil dari garis Panwi.

Undang-undang Noemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
berdasarkan aspirasl masyarakat setempat sesual dengan peraturan
perundang-undangan. Sebelum terbitnya UU No. 32 Tahun 2004, masih
berlaku Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (2)

menyatakan kewenangan daerah di wilayah {aut adalah:
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a. Eksplorast, eksploitasl, konservasi. dan pengelolaan kekayaan laut
sebatas wilayah laut tersebut

b. Pengaturan kepentingan adm!nistratif

¢. Pengaturan ruang

d. Penegaken hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah
atau yangdllimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah

e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara,

Yang termasuk wilayah laut Daerah Prop!nsi adalah sefauh dua
belas mil laut yang diukur dar! garis pantal arah laut lepas dan atau
lkearah perairan kepulauan. Sedangkan wllayah laut Daerah Kabupaten
dan Kota adalah sepertiga dari wilayah laut daerah Prop!nsi. Dengan
memperhatikan ketentuan tersebut maka daerah peslsir merupakan
kewenangan darl Daerah Kabupaten dan Kota.

Daerah pesisir sebagai transisi dar! ekoslstem darat dengan
ekosistem darat ekoslstem laut berada dalam kewenagan daerah df
bldang kelautan. Sesua! dengan Undang-Undang 32/2004 yang
menyatakan bahwa wilayah laut dari Kabupaten/Kota adalah sepertiga
darl wilayah laut Propinsi berarti sepanjang 4 (empat) mlil laut dar} garls
pantal, maka wllayah peslsir berada dalam kewenangan Daerah
Kabupaten atau Kota setempat.

Selain itu juga diterbitkan Undang-Undang Nomor 2007 Tahun
2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecll. Sebagai
Negara kepulauan, wilayah peslsir dimiliki oleh seluruh propinsi yang ada
d! Indonesia. Berdasarkan data jumlah Kabupaten/Kota yang ada di
Indonesia pada sahun 2002, sebanyak 219 Kabupaten/Kota (68%)

—
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diantaranya memillkl wilayah pesisir. Kabupaten/Kota di Indonest:
masing-masing memlllkl karakteristik fisik wilayah pesisir yang satu samg
lain berbeda didalam pengelolaan wilayah pesisir. Akan tetapi hinggz
akhir 2004, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir balk ditingka
pusat maupun di tingkat daerah leblh banyak bersifat
(Mutsaglena dkk, 2009).

S. Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Pesisir Daerah

Secara alamlah potensl pesisir di daerah dimanfaatkan
oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada.
umumaya terdiri darl nelayan. Nelayan di peslsir memanfaatkan
laut mulai dari ikan. rumput laut. terumbu karang dan sebagainya untu
memenuh{ kebutukan hidupnya, Pada umumnya potens| pesisir dan
kelausan yang di manfaatkan oleh nefayan terbasas pada
pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemanfaatan potens! daerah pesisir secara besar-besaran untuk
mendapatkan keuntungan secara ekonomls dalam rangka
pertumbuhan perekonomlan rakyat belum banyak dilakukan
Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonoml dalam skala besar baru
dilakukan pada sebaglan Kabupaten dan Kota yang berada di daerah
pesisir. Pada umumnya usaba ekonoml pemanfaasn daerah pesisir Inj
bergerak disektor pariwlsata.

Setalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah
berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir inl untuk

meningkatkan Pendapatan Asll Daerah (PAD). Disamping Itu Pemerintah
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Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk
meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di daerah.
Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan
bldang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masith merupakan
kewenangan baru bagi daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir
ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kowa
yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang

memanfaatkan potensi daerah pesisir.

6. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pesisfr

Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh
masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan
pemanfaatan sumber daya alam secara les¥ari dan berkelanjutan. Hal in{
alan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarfan pesisir dan
lingkungannya. Penyebab degradasl kondisl daerah pesisir secara tidak
langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu
yang berpengaruh terhadap muara di pesisir.

Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa
dampak lingkungan pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap
ekosistem dipesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kelangan dunia
usaha selama inl sebagian besar menjadl kewenangan pusat. Kadanghala
dalam hal Ini pemberian Izin tersebut tanpa memperhattkan kepentingan

daerah dan masyarakat setempat.
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Jika kita perhatlkan berbagal permasalahan yang timbul dala

pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir dapat disimpulkan beberap

hai sebagai berikut :

a.

Pemanfaatan dan pengelotaan daerah belum diatur dengan peraturan
perundang-undangan yang jelas, seingga daerah mengalaml| kesullsan
dalam menetapkan sesuatu kebijakan.

Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cendrung bersifa
sektoral, sehingga kadangkala metahirkan kebljakan yang

tindih satu sama lain.

Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir belum

konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang
dlbatasi oleh wllayah adminlistratlf pemerinmhan, sehingga hal ini
dapat menimbulkan konflllk kepentingan antar daerah

Kewenangan daerah dalam rangka otonoml daerah belum dipahami
secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap
daerah dan setlap sektor timbu! berbagal pemahaman dan penafsiran

yang berbeda dalam pemanfaa®n dan pengelolaan daerah pesisir.

Menurut Asoslasi Pemeritah Kabupasen Seluruh Indonesia

(APIKASH) tahun 2001, isu-Isu penting yang perlu segera dlluruskan dalam

pemanfaatan dan pengelolaan daerah peslsir ke depan antara lain, yaltu:

a.

Adanya kesan bahwa sebagian daerah melakukan pengkaplingan
wilayah laut dan pantainya. Untuk Itu perfu diterapkan oleh pusat

pedoman bag! pelaksanaan kewenangan daerzh di bidang kelautan.
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b. Pemanfaatan daearah terhadap daerah pesisir sebagai suatu kesatuian
ekostsitem yang tidak dibatasi oleh batas wiiayah administrative
pemerintahan.

c. Pemanfaasan dan pengelelaan daerah pesisir secara alami dan

berkelanjusen.

7. Kebijakan, Strategi dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Menteri Kimpraswil dalam Seminar Umum Dies Natalis I{TS ke-34
menyatakan beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan
pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut:

a. Revitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencakup kawasan-kawasan
lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut/pesistr,
dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus
mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam. Salah
satu faktor penyebab berbagat permasalahan di wilayah laut dan
pesisir adalah hilangnya fungsi lindung kawasan-kawasan yang
seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan
lindung di wilayah darasan yang mengakibatkan pendangkalan
perairan pesislr, kerusakan padang lamun, dan kerusakan terumbu
karang (corol bieaching ).

b. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan
kondisi sostai budaya setempat untuk meningkatkan kesejah®eraan
masyarakat metaluf pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara
optimal dan berkelanjutan. Peningkatan tingkat kesejahteraan

masyarakat pesisir merupaken salah satu kuncl dalam mengurangl
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tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir darl pemanfaatai
sumber daya yang tidak terkendaii.

c. Penlingkatan pelayanan jalngan prasarana wtlayah untuk menunjang
pengembangan ekonoml di wilayah laut dan peslsir. Ketersedlaa
jaringan prasrana wilayah yang memadal alan menunjan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan peslsir secara optimal ser
menunjang fungsi pesisir sebagai simpul koleksi-distribusi produ
kegiatan ekonoml masyarakat.

Menurut Nurmalasari, strategi pengembangan masyarakat

dapat dllakukan melalui dua pendekatan yatu, yang bersifat

dan non struktural. Pendekatan structural dalah pendekatan makro yan

menekanken pada penamsan sisltem dan struktur soslal politi

Pendekatan ini mengutamakan peranan instansl yang berwenang

organlsasi yang dlbentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal

peranan masyarakat sangat penting tetapl akan kurang kuat karena aspe
struktural biasanya lebih efektif bila dllakukan oleh pihak-pihak yan
mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal. Dilain
pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif.

inl mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam

rangka meningkatkan kemampuan anggote masyarakat untuk jkut

dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut
harus sailng melengkapl dan dilaksanakan secara Integratif.

Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur
dan sistem hubungan antara semua komponen dan system kehidupan,

baik di willayah peslsir dan laut maupun komponen pendukung yang
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terkait. termasuk komponen sosial. ekonomi dan fisik. Dengan penataan
aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih
luas untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain
itu penataan struktur dan sisitem hubungan sosial dan ekonomi tersebut
dlharapkan dapat menciptakan peluang bagl masyarakat untuk ikut serta
melindungisumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam
maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan
menghilanglen masaiah-masalah sosial dan ekonomi yang umma yang
selama Iini secara terus-menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada
posisi yang sulit.

Pendekatan subyektif atau non-struktural adalah pendekatan yang
menempatkan manusla sebagal subyek yang mempunyar keleluasaan
untuk berinlsiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan
tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan,
keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranantya dalam
perlindungan sumber daya alam sekitarnya. Karena itu, salah satu upaya
untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber
daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat
sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan
keterampllan tersebut tldak harus berkaitan langsung dengan upaya-
upaya penanggulangan maslah kerusakan sumber daya alam tetap! Juga
hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi. terutama dalam rangka
membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatiive sehingga tldak

merusak lingkungan, yaitu:

—
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1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan

2. Pengembangan keterampilan masyarakat

3. Pengembangan kapasitas masyarakat

4, Pengembangan kualltasdir|

5. Peningkatan motivasl masyarakatuntuk berperan sers

6. Penggallan dan pengembangan nllai tradislonal masyarakat.
Konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada

karakteristtk wllayah dari pesisir Itu sendirl. dimana intl darl konsep

pengelolaan wilayah adalah kombinasi darl pembangunan adaptif,

terintegrasi, lingkungan, ekonoml dan sistem soslal. Strategi da
kebljakan yang dlambll didasarkan pada karakteristik pantal,
sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena Itu dadalam
proses perencanaan wilayah peslisir, dimungkinkan pengambilan
keputusan dlarahkan pada pemeliharan untuk generasl yang akan dating
(pembangunan berkelanjutan). Idealnya, dalam sebuah proses
pengelolaan kawasan pesisir yang mellputl perencanaan, Implementast
dan evaluasi, harus mellbatkan minimal tiga unsur yaltu limuawan,
pemerintah, dan masyarakat. Proses alam lingkungan pesisir dan
perubahan ekologl hanya dapat dlpahaml oleh limuan dan kemudlan
pemahaman tersebut menJadi basls pertimbangan bagl pemerintah untuk
melaksanalean program pembangunan yang menempatian masyarakat
peslsir sebagai pelaku dan tujuan meningkatkan sosial ekonoml| kawasan.
Menurut Muttaqlena dkk, perencanaan pembangunan peslsir

secara terpadu harus memperhatlkan tiga prinsip pembangunan
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UNIVERSITASMEDAN AREA




berkelanjutan untuk pengelolaan wilayah peslsir yang dapat diuraikan

sebagai berikut:

1

Instrumen ekonomi lingkungan telah menjadi baglan dari
pengambllan keputusan, yang memasukkan parameter lingkungan
untuk melihat analisis biaya manafaat {cost benefitanalysis}. Misalnya
pembangunan pabrik di wilayah peslsir harus memperhitunglen
tingkat pencemarannya terhadap laut, perlunya pengelolaan llmbah
Ikan di Tempat Pelelangan lkan, dan lain-lain.

Isu lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayatl menjadl
perhatian usema dalam pengambilan keputusan.

Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualltas hldup
manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datng, termasuk
didalamnya adalah sarana pendldlkan bagl masyarakat pesisir,
penyediaan fasilitas kesehatan dan sanltasl yang memadai, dan

miti'gasi bencana.

Strategi pengelolaan tersebut merupakan upaya-upaya pemecahan

masalah-masalah wilayah pesisir yang yang harus dipecahkan melalui

program-program pembangunan. Lebih lanjut lagi dapat dislmpulkan

bahwa faktor-faktor yang harus diperhatikan berkenaan dengan program-

program pengelolaan sumberdaya pes'isir, yaitu:

L

Pemerintah harus memiliki Inlslatif dalam menanggapl berbagai
permasalahan degradasl sumberdaya yang terjadl dan konflik yang
melibatkan banyak kepentingan.

Batas wilayah hukum secara geografis harus ditetapkan {mellputl

wilayah perairan dan wilayah darat)
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Dicirtkan dengan fntegrasi dua atau lebih sektor, didasarkan pad
pengakuan alam dan sistem pelayanan umum yang saling berhubunga

dalam penggunaan pesisir dan lingkungan.

10.4. Strategl Pengembangan Kawasan Untuk Perlkanan Terpadu
Pembangunan di kawasan pesisir perlu direncakan dengan
karena kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan (interfoce
antara ekoslstem laut dan darat Sehingga dalam melakukan suatu
perencannaan harus memahaml| batas wilayah perencanaan

dan kawasan tersebut Batasan wilayah pesisir yang dimaksud harus

Ilhat kearah darat maupun ke arah lau, Untuk memahami bamsan

tersebut. maka deflnisi darl wilayah pesisir blsa dilihat berdasarkan:

1. Ekologis, yaitu kawasan darasan yang maslh dipengaruhl oleh proses-
proses kelausan, sepert! pasang surut, interusi arr Jaut, dan iain-Jain.

2. Administratlf, yaitu batas terluar sebelah huiu dari desa pantal atau
jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km dan seterusnya dari garls
pansal.

3. Perencanaan. bergantung pada permasalahan asau subseansl yang
menjadi fokus pengelolaan wilayah peslsir. Demiklan Juga ke arah
laut, yaitu: l
a. Ekotogis : kawasan laut yang maslh dipengaruhl oleh proses-

proses alamiah di darat (aliran air sungai, run off, aliran air tanah!
dan lain-lain atau dampak keglatan manusia di darat (bahan'
pencemar, sedimen, dan lainnya) asau kawasan laut yang

merupakan paparan benua {eontinental shel f).
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b. Administratif: 4 mil, 12 mil dan seterusnya dari garis pantai ke
arah laut.

¢. Perencanaan, bergantung pada permasalahan asau substansi yang
menjadi fokus pengeloiaan wllayah pesisir.

Pemlklan pula halnya dengan perencanaan pembangunan Industrl
pengolahannya, agar dapat berlangsung secara berkelanjutan perlu di
sesuajkan dengan komoditas yang ada balk kualitas dan kuantitasnya
sehingga produk yang dlhasilkan dapat dlpasarkan balk di tingkat
jnternasional maupun domestik. Hal Ini penting diperhatikan, mengyngat
perdagangan International produk perlkanan dewasa In{ tidak lagl hanya
dipengaruhl fakeor permintaan dan penawaran. akan tesapi juga sangat
ditentukan oleh ketentuan hasil-hasit konvensi perjanjlan international
perikanan. Adapun perjanjlan international yang berpengaruh langsung
bahkan mengatur perdagangan komoditas perikanan di pasar
international antara lain:

1. Perjanjian international yang bernuansa menjaga kelestarian
sumberdaya ikan, seperti Code of Conduct for Responsible Fisheries,
Internationa! Conventional for the Conservetion of Atlantic Tuna
(ICCAT), Indian Ocean Tuna Commlsion dan Agreement on Straddling
Stocks.

2. Perjanflan International tentang perdagengan seperti GATT/WTO,
termasuk df dalamnya perjanjian Sanitary don Phytosanitary Measures
(SPS) dan Agreement on Tecchnical Barriers to trade termasuk di
dalamnya pengendallan mutu hasil perikanan dan laboratorium serta

tempat pelelangan lkan Adanya aturan perdagangan Internatlonal
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Bab 11

KERJASAMAPENGELOLAAN
SUMBERDAYA PESISTR DAN LAUT

111. Kesiapan Sumberdaya Manusia

Untuk mengatast berbagal permasalahan dan isu-isu yang mucul
dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut tnl, dibutuhkan suatu
model pengelolaan yang kolaboratlf yang memadukan antara unsur
masyaralst pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dan lain-
lain) dan pemerintah yang dikenal dengan ce-management yang
menghindarl peran dominan yang berleblhan dari satu pihak dalam
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasl
pada satu plhak dapat dlellminasi. Melalui model ini, pengelolaan
sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-
lembaga ®erkait terutama masyarakat dan pemerintah serta stakeholder
lainnya dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pemanfazatan dan pengawasan. Pembagian
tanggung jawab dan wewenang antar stakehoder dapat terjadi dalam
berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia
dan Institusi yang ada di masing-masing daerah. Susunan dalam model

pengelolaan inl bukanlah sebuah struktur legal yang statls terhdap hak
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dan aturan. melainkan sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan

sebuah struktur | embaga yang baru.

Dalam jangka panjang, pelaksanaan co-management ini dlyakini
akan memberikan perubahan-perubaban ke arah yang leblh balk yaitu:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya

peslsir dan laut dalam menunjang kehidupan. _
2. Menlngkatkan kemampuan masyaraiest, sehingga mampu berperan
serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk—bentu}{
pemanfaatan yang lestarl dan berkelanjutan serta berwawasan

lingkungan. |

Keberhasilan pengelclaan dengan modei co-management Inl sangat'
dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk mendesentrallsasikan
tanggung Jawab dan wewenang daalm pengelotaan kepada nelayan dan
stakeholder lalnnya. Oleh karena co-maragement membutuhkan
dukungan secara legal maupun finanslal sepertii formulasl kebljakan yang
mendukung ke arah co-management, mengijlnkan dan mendukung
nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengetola dan metakukan
restrukturlsasl peran para pelaku pengelolaan perikanan.

Pengelolaan co-management menggabungkan antara pengelolaan
sumberdaya yang sentralistls yang selama ini banyak dllakukan oleh
pemcrintah (government based management) dengan pengelolaan
sumberdaya yang berbasls masyarakat (community based management).
Hirarkl tertinggtr berada pada sataran hubungen saling kerjasama

(cooperation), baru kemudlan pada hubungan consuitative dan advisory.
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Hubungan kerfasama yang dilakukan dapat mencakup kerjasama antar

sektor, antar wilayah, serta antar aktor yang terllbat

1. Kerjasama Lintas Sektor

Pada kawasan peslsir, tidak hanya sektor perrkanan yang berperan
besar. Sektor-sekor lainnya pun memlliki peranan besar karena saling
terkait untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada. Misalnya saja
yang berkaltan dengan perekonomian masyarakat pesisir, sektor industri
dan jasa menjadi sektor yang memilikl kontribusi besar dalam
pengembangan usaha produktif masyarakat. Yang berkaitan dengan
kelestarlan lingkungan juga tidak lepas dari peran serta dan keterlibatan
sektor Industri dimana biasanya limbah industri dibuang ke perairan.
Infrastruktur pendukung juga menjadi hal penting untuk dapat
mengembangkan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu,
kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikac karena masing-masing
sektor memiliki kepentingannya sendiri-sendirl. Masing-masing sektor
harus saling mendukung. Peran pemerintah daerah dalam hal Ini sangat
besar agar terjadi sinergi yang balk dalam pengembangan setiap sektor,
sehingga tidak ada yang saling merugikan. Analisls hubungan antar sektor
dalam perekonomian masuk dalam bldang pengembangan wilayah pesisir.
Analisls hubungan antar sektor ini sebagian besar dimulai dengan
memperhatikan hubungan antara sektor perikanan dengan sektor
industri atau pengolahan hasil perlkanan. Ketika hubungan antar sektor
yang lebih rinci diperlukan, disitulah anaiisls input-output ini mengambil

tempat

i
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2. Kerjasama Antar Wilayah

Kawasan pesisir pada dasarnya tidak dapat dibatasi seca
administratif. Berkaitan dengan hal ini, maka wilayah yang termasu
dalam suatu kawasan {adanya homogenitas balk secara ekologls maupu
ekonomis) haruslah saling bekerjasama untuk meminimalisir
kepentingsn. Kerfjasama antar wilayah dapat digalang
pembentukan forum kerjasama atau forum komunikasl antar pemerinta
daerah yang memillkl kawasan pesisir dan laut untuk mengantisipas
sejak dinl timbulnya perkembangan terburuk sepertl konflik
nelayan. Kesepakawan dan penewapan norma-norma kolektif
pemanfaatan sumberdaya lokal sesuai dengan semangat otonomi
harus disoslallsasikan secara luas dan benar kepada masyarakat

agar mereka memilild cara pandang yang sama.

3. Kerjasama Antar AKtor (stakeholders)

Upaya pengurangan kesenjangan sektoral dan daerah jelas
memerlulan strategi khusus bags penanganan secara komprehensif dan
berkesinambungan. Untuk Itu, diperlukan adanya kebljakan darl
Pemerintah Pusat untuk menjembawni persoalan kemiskinan dan
kesenjangan sektoral dan daerah tetsebut. melalui mekanisme kerjasama
antar aktor (stakehokders) yang mellbatkan unsur-unsur masyaraka*
(keloripok nelayan), plhak swasta/pengusaha perikanan (private sector),
dan pemerintah (government ). Sebagai anak bangsa yang prihatin melihat

kondisi yang menjadi potret buram dalam pengelolaan kawasan peslslri

1
i
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dan faut yang belum memberlkan kesejahteraan bagl masyaraletnya
tersebut, maka diperlukan perhatian yang serius berupa terobosan
pemlkiran bagl upaya percepatan pembangunan dan pengembangan
ekonoml lokaf yang mellbatkan partispasi masyarakat dalam proses dan
pelaksanaan pengelolaannya. Upaya penanggulangan kemlskinan dan
kesenjangan sektoral dan daerah tersebut yang berintlkan suatu
paradigma baru. dimana inislattf pembangunan daerah tidak lagi
digulirkan darl pusat, namun merupakan in‘siatif lokal! (daerah) untuk
memutuskan langkah-langkah yang terbaik dalam mengimplementaslkan
rencana pengelolaan kawasan dan rencana aksi yang sesual dengan

kebutuhan dan kapasitas yang dimllikl.

11.2. Partisipasi Masyarakat

Dalam pefaksanaan pengetolaan sumberdaya pesisir dan laut yang
ditujukan untuk memberdayakan soslal ekonoml masyaraleat maka
masyarakat seharusnya memiliki kekuasan besar untuk mengatur dirinya
sendirl dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di era otonomi ini.
Proses perallhan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat harus dapat
diwujudkan. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi sanggung
jawab pemerintah sepertl soal kebijakan fisleal sumberdaya,
pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan tasa ruang peslsir, serta
perangkat hukum pengelolaan sumberdaya. Meskl hal tersebut menjadi
baglan darl kewenangan pemerintah, namun tidak berart! masyarakat
tidak memillki koniribusl dan partisipasi daiam setlap formulasl

kebiJakan. Dengan adanya kontrlbusi dan partisipasi masyarakat male

-+
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kebljakan yang dlformulasikan tersebut akan leblh smenyentuh persoalan

yang sebenarnya dan tidak merugikan kepentingan publik.
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